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RINGKASAN

Masalah yang pokok dari perjanjian pemberian kredit dalam dunia
perbankan adalah masalah Jjaminan dﬁn bagaimana penyelesaiannya jika debitur
wanprestasi terhadap apa yang telah diperjanjikan. Perjanjian kredit bank
mempunyai peranan penting untuk menunjang pembangunan dan dari segi
hukumnya harus memenuhi unsur-unsur yang diperlukan, sehingga mampu
menjamin agar kredit ity dapat dibayar lunas kepada bank setelah Jjangka waktu
yang diperjanjikan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengambil judul
“Perjanjian Pemberian Kredit Bagi Pengusaha Kecil di Pedesaan Pada P.T. BRI
(Persero) Unit bangil Pasuruan”.

Permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan inj adalah “apa tujuan
pemberian kredit bagi pengusaha kecil di pedesaan”, “bagaimana prosedur yang
ditetapkan oleh P.T. BRI (Persero) Unit Bangil Pasuruan dalam memberikan
kredit bagi pengusaha kecil di pedesaan”, “serta bagaimana cara penyelesaian jika
debitur tidak dapat membayar pada saat jangka waktu pengembalian telah jatuh
tempo”.

Adapun metode penulisan dilaksanakan detigan menggunakan pendekatan
masalah secara yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Sedangkan metode
pengumpulan data diperoleh dari studi  kepustakaan dan studi lapangan
(wawancara) kémudian diolah dengan menggunakan analisis data deskriptif
kualitatif

Tujuan pemberian kredit bagi pengusaha kecil di pedesaan terutama untuk
meningkatkan kesejahteraan pengusaha kecil serta meningkatkan kegairahan
berusaha. Prosedur pemberian kredit harus sesuaj dengan Surat Keputusan Direks;i
P.T. BRI (Persero) Nokep. S.21-DIR/KKP/6/1997 tentang Pedoman Pelaksanaan
Kredit P.T. Bank Rakyat Indonesia (PPK-BRI) SBU Unit Retail Banking (SBU-
URB). Cara penyelesaiannya jika debitur tidak dapat membayar pada saat jangka
waktu pengembalian telah jatuh tempo adalah dengan menggunakan cara
penyelamatan secara intern (upaya damai), jika tidak berhasil maka dilakukan
penyelamatan secara ekstern (upaya hukum) dengan menyerahkan penagihan
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kredit macet pada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN)/Kantor
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1.1 Latar Belakang
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. [/MPR/1993, bab 11,
huruf d menyebutkan -

ekonomi, yang merupakan penggerak utama pembangunan, seiring dengan

dilaksanakan seirama, selaras dan serasi dengan keberhasilan bidang

ekonomi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan

nasional”,

Perkembangan ekonomi saat inj berusaha mewujudkan arah yang semakin
menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat menunjang
sekaligus dapat berdampak kurang menguntungkan. Dilain pihak perkembangan
perekonomian nasional selaly bergerak cepat dengan tantangan yang semakin
kompleks, karena itu diperlukan adanya berbagai penyesuaian kebijakan di bidang
ekonomi termasuk sektor perbankan  sehingga diharapkan akan dapat
memperbaiki dan memperkokoh perekonomian nasional.

Berbicara tentang pembangunan berarti berbicara mengenai pembiayaan
yang merupakan salah satu faktor menentukan bagi pelaksanaan pembangunan
itu. Biaya pembangunan berasal dari berbagai sumber antara lain dari kredit bank,
yang disalurkan baik oleh bank pemerintah maupun bank swasta. Hal mni
menunjukkan betapa pentingnya fungsi pejanjian kredit untuk menunjang
pembangunan dan karena ity mendorong kita untuk menilai apakah perjanian
kredit itu dari segi hukumnya memenuhi unsur-unsur yang diperlukan, sehingga
mampu menjamin agar kredit itu dapat dilunaskan kepada bank setelah Jangka
waktu yang diperjanjikan. Begitu juga dari segi pelaksanaannya perlu diadakan
penelitian untuk mengatasi masalah-masalah yang menjadi hambatan-hambatan
kredit di dalam praktek.

Perjanjian kredit merupakan sarana pembangunan, sehingga untuk
mendapatkan kredit, penerima kredit terikat pada syarat-syarat tertenty. Setelah
perjanjian kredit ditandatangani, tetap ada kemungkinan penyerahan kredit tidak
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dapat diteruskan karena pertimba.ngan-pertimbangan tertentu. Jika hal ini terjadi,
maka berarti tidak tercapal persesuaian kehendak baru untuk menyerahkan
pinjaman dan dalam hal ini, penerima kredit tidak berhak untuk menuntut ganti
rugi. Sehingga jika masing-masing pihak tidak memenuhi kewajibannya, bank
tidak menyerahkan uang, pemohon kredit tidak mempergunakan kredit, maka
kedua pihak tidak ada yang mengadakan tuntutan.

Bank sebagai institusi keuangan, maka sesuai dengan Pasal | undang-
undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7
Tahun 1992 tentang Perbankan, fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari
masyarakat dalam bentuk simpanan untuk selanjutnya menyalurkan kembali dana
tersebut kepada masyarakat, antara lain dalam bentuk kredit. Sehingga dalam
setiap proses menyalurkan kredit, bank wajib menempuh prinsip kehati-hatian
sejak dari proses perjanjian sampai dengan pengikat jaminan kredit. Didalam
setiap mengelola kredit, bank harus cermat dan berkesinambungan tidak hanya
pada saat pemberiannya saja, tetapi juga harus dipikirkan bagaimana caranya
kredit bisa sampai lunas sehingga kredit merupakan profit centre bagi bank.

Sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama
terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah
debitur. Mengingat agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka
apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas
kemampuan nasabah debitur mengembalikan hutangnya, agunan dapat hanya
berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang
bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitu
tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petok dan lain-lain yang sejenis
dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan yang tidak
berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan
agunan tambahan.

Pemberian kredit oleh bank sangat diperlukan para pengusaha terutama
pengusaha kecil sebagai modal atau sumber dana bagi usaha-usaha yang
didirikannya. Usaha-usaha yang didirikan oleh para pengusaha secara nasional
berkaitan dengan perkembangan perekonomian dan pembangunan di Indonesia.
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Di dalam pengembangan suatu usaha itulah, modal sangat berperan pentiﬁg dan
jasa bank berupa kredit telah merupakan urat nadi bagi para pengusaha terutama
pengusaha kecil di pedesaan. .

Menurut Tje’ Aman (1989:10), bahwa -

Pada hakekatnya tugas pokok bank adalah menerima dan memberi kredit,

dimana sumber utama pendapatan bank berasal dari bunga kredit. Dengan

demikian bagaimanapun Juga bank harus menaruh perhatian sepenuhnya
terhadap segala hal yang berkaitan dengan operasi perkreditan.

Dalam praktek, seringkali terjadi nasabah debitur tidak menepati waktu
yang diperjanjikan dalam mengembalikan pinjamannya dengan berbagai alasan
sehingga menyulitkan pthak bank untuk mendapatkan kembali dananya dari pihak
nasabah debitur. Masalah kredit macet dapat berakibat fatal bagi kreditur karena
bank mempunyai fungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan
kredit kepada masyarakat. Apabila kredit yang diberikan oleh bank tidak dapat
kembali, maka bank tidak dapat lagi memberikan kredit kepada masyarakat,
bahkan dapat terjadi lebih dari itu izin usaha bank dicabut pemerintah dan
dilikuidasi, sedangkan nasabah debitur semakin lama tidak membayar hutangnya
maka semakin besar bunga yang harus dibayar nantinya.

Pemerintah telah menyediakan fasilitas bagi golongan ekonomi lemah,
seperti pemberian penambahan modal dalam bentuk kredit melalui bank-bank
pemerintah dengan syarat yang cukup ringan. Pemberian kredit dengan bunga
yang ringan bertujuan agar para golongan ekonomi lemah bisa meningkatkan
usahanya, schingga keinginan pemerintah untuk meningkatkan taraf kehidupan
rakyatnya ke arah yang lebih baik dapat tercapai. Dengan demikian bagi mereka
yang benar-benar membutuhkan bantuan modal dengan prospek usaha yang baik
dan mempunyai kesanggupan untuk mengembalikan kredit sesuai dengan syarat-
Syarat yang telah ditentukan maka dapat menikmati bantuan kredit sesuai dengan
apa yang diharapkan.

PT. BRI (Persero) Unit merupakan primadona bagi BRI secara keseluruhan,
oleh karena itu harus dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya pada
nasabah. Namun perjanjian  dalam pemberian  kredit harus benar-benar
diperhatikan agar tidak ada pihak yang akan dirugikan dikemudian hari, baik itu
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pihak bank maupun pihak nasabah, sehingga diharapkan masing-masing pihak
dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik.

Pengusaha kecil merupakan pengusaha yang usahanya tidak tetap, artinya
tidak hanya bergerak dalam satu bidang usaha tertenty saja tapi berubah-ubah
Pengusaha seperti ini tidak perlu mendapatkan ijin resmi dari pemerintah seperti
halnya pengusaha yang hendak mendirikan Perseroan Terbatas (PT), bila
pengusaha ini mauy mengajukan kredit pada bank, misalnya pada PT. BRI
(Persero) Unit, maka ia cukup membawa surat keterangan dari desa saja dan ia
akan mendapatkan modal untuk pengembangan usahanya.

Kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko bagi bank jika dalam
pelaksanaannya tidak memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, yaitu bank
tidak diperkenankan untuk memberikan kredit tanpa surat perjanjian tertulis,
memberikan kredit pada usaha yang sejak semula telah diperhatikan kurang sehat,
dan memberikan kredit yang melebihi batas maksimum pemberian kredit. Pada
perjanjian pemberian kredit oleh bank ini tidak selamanya dapat berjalan dengan
lancar dan sesuai dengan tujuan semula, sebab dimungkinkan timbul adanya
hambatan-hambatan. Hambatan-hambatan itu dapat berupa penggunaan dana dari
bank oleh nasabah debitur yang tidak sesuai dengan tujuan semula, pelanggaran
terhadap prosedur yang telah ditetapkan oleh bank dan dapat pula berupa
wanprestasi oleh nasabah debitur baik ity yang disengaja maupun karena lalai.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk membahasnya di
dalam skripsi dengan judul “Perjanjian Pemberian Kredit Bagi Pengusaha
Kecil di Pedesaan Pada PT. BRI (Persero) Unit Bangil Pasuruan”.

1.2 Ruang Lingkup

Untuk menghindari adanya salah pengertian dari pokok permasalahan yang
ada dalam penulisan skripsi ini, maka diperlukan adanya pembatasan yakni
mengenai perjanjian pemberian kredit bagi pengusaha kecil di pedesaan, sesuai
dengan hukum perjanjian  kredit yang terdapat pada peraturan perundang-

undangan, teori maupun praktek.
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1.3 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, dapat dirumuskan
permasalahan sebagai berikut - :
1. Apa tujuan pemberian kredit bagi pengusaha kecil di pedesaan ?°
2. Bagaimana prosedur yang ditetapkan oleh PT. BR] (Persero) Unit Bangil
dalam memberikan kredit bagi pengusaha kecil di pedesaan?
3. Bagaimana cara penyelesaian bila debitur tidak dapat membayar pada saat
Jangka waktu pengembalian telah jatuh tempo?

1.4 Tujuan Penulisan
Dalam penulisan skripsi ini terdapat dua twuan penulisan, yaitu tujuan
umum dan tujuan khusus, |

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir dengan maksud agar
memperoleh gelar kesarjanaan dari Fakultas Hukum Universitas Jember.

2. Untuk ikut menyumbangkan pemikiran bagi pembangunan hukum, terutama
hukum perjanjian kredit bank.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui tujuan PT. BRI (Persero) Unit Bangil Pasuruan dalam
memberikan kredit bagi pengusaha kecil dj pedesaan.

2. Untuk mengetahui prosedur yang ditetapkan oleh PT. BRI (Persero) Unit
Bangil Pasuruan dalam memberikan kredit bagi pengusaha kecil di pedesaan.

3. Untuk mengetahui penyelesaian terhadap masalah-masalah yang timbul dalam
praktek.

1.5 Metode Penulisan
Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak diperlukan dalam
penulisan  skripsi yang sifatnya ilmiah dan dalam perkembangan  ilmy
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pengetahuan. Metode merupakan cara utama yang dipergunakan untuk mencapai
tujuan atau untuk mengetahui obyek yang dibahas.

1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
yuridis sosiologis, dikatakan demikian karena penulisan ini bertitik tolak dari data
primer atau data dasar

Data dasar atau data primer yaitu data yang didapat langsung dari
masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan,
perolehan data primer dari penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara dan
observasi. (Bambang Waluyo, 1991: 16).

1.5.2  Sumber Data
1. Sumber Data Primer ,
Adalah sumber data yang diperoleh melaluj penelitian lapangan dengan
melakukan tanya jawab dan meminta penjelasan secara langsung pada pihak

yang terkait untuk mendapatkan informasi yang obyektif,

2. Sumber Data Sekunder
Adalah sumber data yang diperoleh dari :
a. Perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang mengatur berbagai
masalah yang berkaitan dengan materi skripsi ini.
b. Doktrin atau pendapat para ahli hukum bajk secara langsung maupun tidak

langsung berhubungan dengan permasalahan dalam judul skripsi ini.

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini
adalah :
1. Studi Kepustakaan

Dalam hal ini penulis menggali data yang ada dengan membaca peraturan

perundang-undangan, karya ilmiah para sarjana  dan literatur-literatur yang
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berhubungan dengan penulisan skripsi ini. Dengan metode inj penulis akan
memperoleh data yang dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah yang ada.
2. Studi Lapangan

Adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Data diperoleh dengan
mengadakan tanya jawab (wawancara) secara langsung dengan pihak-pihak yang
terkait, yaitu pihak PT. BR] (Persero) Unit Bangil Pasuruan, (Soemitro,1990:98).

1.6 Analisa Data

Analisa data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
deskriptif kualitatif yaitu metode untuk memperoleh gambaran secara obyektif
mengenai permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Akhimnya ditarik
kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu menyimpulkan
pembahasan dari permasalahan yang mempunyai pengetahuan bersifat umum
menuju ke pengetahuan bersifat khusus yang merupakan kesimpulan dar

keseluruhan materi skripsi ini.
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Il FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI\

2.1 Fakta .

Pada tanggal 25 Maret 1991, AGUS MARTOYO dan istrinya LILIK
MARIYATI, bertempat tinggal di JI. Jambangan 11/57, Rt. 07, Rw. I, Kelurahan
Purworejo, Kecamatan Purworejo, serta MUJI PURWATI sebagai pemilik tanah
yang akan dijadikan agunan, bertempat tinggal di Desa Kepel, Kecamatan
Bugulkidul, Kabupaten Pasuruan mengajukan permohonan Kredit Umum
Pedesaan (KUPEDES) pada P.T. BRI (Persero) Unit Bangil sebesar Rp.
25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan Jangka waktu pengembalian
selama 12 (dua belas) bulan dalam saty kali angsuran. AGUS MARTOYO
merencanakan akan menggunakan fasilitas kredit tersebut untuk penambahan
modal usahanya, yaitu sub dealer sepeda motor Honda yang berlokasi di Plaza
Bangil.

Berdasarkan pengajuan permohonan kredit tersebut, maka mantri dari P.T.
BRI (Persero) Unit Bangil mengadakan kunjungan lapangan yaitu ke alamat yang
mengajukan permohonan Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) untuk meminta
keterangan-keterangan yang berhubungan dengan permintaan kredit KUPEDES
dengan menggunakan formulir pendaftaran/Surat Keterangan Permohonan Pinjam
(SKPP) KUPEDES nomor 192, Model 72 KUPEDES pada tanggal 28 Maret
1991. Disamping itu, mantri juga akan membuat laporan penilaian sehubungan
dengan permohonan kredit KUPEDES dari hasil pemeriksaan di lapangan atau
setelah mengadakan kunjungan ke alamat yang mengajukan permohonan kredit
dengan menggunakan formulir Model 70b KUPEDES yang didalamnya terdapat
lembar usul. |

Berdasarkan hasil laporan penilaian, mantri mengusulkan jumlah pinjaman
yang dapat diberikan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
dengan jangka wakty pengembalian selama 6 (enam) bulan satu kali angsuran
serta bunga sebesar Rp. 5.443.000,- (lima juta €mpat ratus empat puluh tiga ribu
rupiah), sehingga jumlah keseluruhan pinjaman yang harus dikembalikan kepada
P.T. BRI (Persero) Unit Bangil adalah sebesar Rp. 30.443.000.- (tiga puluh juta
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Cmpat ratus empat puluh tiga ribu rupiah). Disamping itu nasabah debitur berhak
untuk mendapatkan Insentif Pembayaran Tepat Wakty (IPTW) sebesar Rp.
1.361.000,- (satu Juta tiga ratus enam puluh satu riby rupiah), bila nasabah debitur
dalam membayar angsuran selalu tertib dan tepat waktu.

Usulan permohonan pinjam kredit KUPEDES tersebut lalu diajukan kepada
Kepala Unit P.T. BRI (Persero) Unit Bangil atay Pemimpin Sub Area dan
Pimpinan Cabang P.T. BRI (Persero) Cabang Pasuruan, tetapi sebelumnya pejabat
pemutus kredit wajib meneliti dan memastikan bahwa dokumen-dokumen yang
mendukung pemberian putusan kredit masih berlaku lengkap, sah dan
berkekuatan hukum. Hasil keputusan dari pejabat pemutus kredit ternyata sama
dengan usulan permohonan pinjam kredit KUPEDES.

Berdasarkan hasil keputusan darj pejabat pemutus kredit, lalu dibuat
perjanjian pemberian kredit KUPEDES dalam bentuk Surat Pengakuan Hutang
(SPH) nomor 1228 dengan memggunakan formulir model 81 KUPEDES, yang
kemudian disahkan dihadapan notaris, yaitu  WIDAJATI SOEDJOKO
HARIADHLI, S.H., notaris di Bangil dengan nomor 455/Leg/IV/1991 pada tanggal
28 Maret 1991, Apabila Surat Pengakuan Hutang (SPH) sudah disahkan
dihadapan notaris, maka kredit dapat dicairkan. Pembayaran pencairan kredit
KUPEDES dilakukan oleh Teller dengan menggunakan kuitansi pencairan kredit
model UD-01 pada tanggal 28 Maret 1991 .

Adapun pemberian kredit kepada AGUS MARTOYO menggunakan agunan
sebagai berikut :

l. Tanah Hak Milik atas nama MUJI PURWATI, sertifikat nomor 27 tanggal
10 Maret 1982, luas tanah 1810m2, terletak di Desa Kepel, Kecamatan
Bugulkidul, Kabupaten Pasuruan, dengan Taksiran Harga Lelang Sita
(THLS) sebesar Rp. 28.900.000,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus
ribu rupiah), yang diikat dengan surat kuasa khusus memasang‘credit
verband kepada bank mengunakan formulir model 94.

2. Penyerahan hak milik dalam kepercayaan atas barang-barang (fiducia)
menggunakan formulir mode] 100, sebagai berikut :
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a. Satu stel meja kursi tamu sudut, dengan harga taksiran Rp.
400.000,- (empat ratus riby rupiah).
b. Satu TV berwarna merk Nasional 20 inc, dengan harga taksiran
Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
c. Satu bufet mainan, dengan harga taksiran Rp. 200.000,- (dua ratus
ribu rupiah),
d. Dua almari pakaian gandeng, dengan harga taksiran Rp. 200.000,-
(dua ratus ribu rupiah)
Harga taksiran lelang sita untuk barang-harang fiducia secara keseluruhan
adalah Rp. 1.600.000,- (saty Jjuta enam ratus ribuy rupiah).Barang—barang
tersebut disimpan di J1, Jambangan nomor 57, Rt. 07, Rw. II, kelurahan
Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Pasuruan. Jadi harga
taksiran seluruh agunan adalah sebesar Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta
lima ratus riby rupiah).

Berdasarkan perjanjian pemberian kredit KUPEDES atau Surat Pengakuan
Hutang (SPH), disepakati bahwa AGUS MARTOYO selaku peminjam kredit
KUPEDES akan mengembalikan pinjaman dalam Jangka waktu 6 (enam) bulan
sekali lunas, sehingga tanggal jatuh tempo pengembalian kredit KUPEDES adalah
tanggal 28 September 1991 Tetapi kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang
telah diperjanjikan dan menjadi kesepakatan bersama, karena setelah tanggal jatuh
tempo pengembalian kredit KUPEDES sampai sekarang, AGUS MARTOYO
selaku peminjam telah wanprestasi dengan tidak melaksanakan kewajibannya
sebagaimana mestinya, walaupun permasalahan ini telah diserahkan kepada
PUPN/BUPLN di Jember oleh P.T. BRI (Persero) Unit Bangil, namun tetap tidak
membawa hasil.

2.2 Dasar Hukum
1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
a. Pasal 1313 KUH Perdata -

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana saty orng atau lebih
mengikatakan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.
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b. Pasal 1131 KUH Perdata -

“Segala kebendaan sj berutang, baik yang bergerak maupun yang tak
bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari,
menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan”,

¢. Pasal 1320 KUH Perdata -

“Untuk sahnya Persetujuan-persetujuan diperlukan empat Syarat :
1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

. kecakapan untuk membuat suaty perikatan;
3. suatu hal tertentu;

4. suatu sebab yang halal”.

d. Pasal 1338 KUH Perdata :

“(1) semua pPersetujuan yang dibuat secara sah berlakuy scbagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya.

(2) persetujuan-persetujuan ity tidak dapat ditarik kembali selain dengan

sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-
undang dinyatakan cukup untuk it

(3) persetujuan-persetujuan harys dilaksanakan dengan itikad baik”

e. Pasal 1329 KUH Perdata -

“Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, Jika oleh
undang-undang tidak dinyatakan tak cakap”.

f. Pasal 1330 KUH Perdata -

“Tak cakap untuk membuat Suatu perjanjian adalah

1. orang-orang yang belum dewasa;

2. mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;

: ] orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-
undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang
telah melarang membuat peljanjian-perjanjian tertentu”,

g Pasal 1332 KUH Perdata -

“Hanya barang-barang yag dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok
suatu perjanjian”,

h. Pasal 1333 KUKH Perdata -

“Suatu perjanjian harys mempunyai sebagai pokok suaty barang yang paling
sedikit ditentukan Jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa Jumlah

barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atay
dihitung”,
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1. Pasal 433 KUH Perdata :

“(1) Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit
otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia
kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya.

(2) Seorang dewasa boleh Juga ditaruh di bawah pengampuan karena
keborosannya”,

J. Pasal 1335 KUH Perdata -

“Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab
yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”.

k. Pasal 1337 KUH Perdata -

“Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atauy
apabila berlawanan dengan kesusilaan baok atay ketertiban umum”.

. Pasal 1754 KUH Perdata :

“Pinjam mengganti adalah persetuyjuan dengan mana pihak yang saty
memberikan kepada pihak yang lain suaty Jjumlah tertentu barang-barang
yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak belakangan
ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang
sama pula”.

m. Pasal 1339 KUH Perdata i
“Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dapat tegas
dinyatakan didalamnya, tetapi Juga untuk segala sesuaty yang menurut sifat
perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atay undang-undang”.

n. Pasal 1315 KUH Perdata -
“Pada hakekatnya tidak Seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama
sendiri atau meminta ditetapkannya suatu perjanjian daripada untuk dirinya
sendiri”.

- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 31)

a. Pasal 2 -

“Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi
ekonomi denngan menggunakan prinsip kehatian-hatian”.

b. Pasal 3 :

“Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana
penyalur dana masyarakat™
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c. Pasal 4 -

“Perbankan Indonesia betujuan menunjang pelaksanaan pembangunan
nasional  dalam rangka  meningkatkan peémerataan, pertumbuhan
ekonomi,dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat

banyak”,

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan
undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ( Lembaran
Republik Indonesia Nomor 182)

a. Pasal 1 angka 2

Undang-
Negara

melunasi utangnya atay mengembalikan pembiayaan dimaksud sesyai
dengan yang diperjanjikan™.

d. Pasal 12 ayat (1) :

“Untuk menunjang pelaksanaan Program peningkatan taraf hidup rakyat
banyak melaluj pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah,

pemerintah bersama Bank Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan
bank umum”.

e. Pasal 29 -

“(2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan
k tentl'l:'m kecukupgq modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas

bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-
hatian.

(3) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah
dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara
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yang tidak merugikan bank dan kepentingnan nasabah yang mempercayakan
dananya kepada bank.

(4) Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi
mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan
transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
a. Pasal 6 ayat (2):

b. Pasal 31 ayat (2):
“Suami maupun istri berhak melakukan perbuatan hukum”,
S. Surat Persetujuan Membuka Kredit Notarial Nomor 455/ Leg/1V/1991
tanggal 28 Maret 1991
Penjelasan :

2

persetujuan kredit antara kreditur (P.T. BR] (Persero) Unit Bangil) dan debitur
sehingga berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, sebagaimana
dirumuskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata.

6. Surat Keputusan Direksj P.T. BRI (Persero) Nokep S.34-
DIR/ADK/11/1995 tentang Kebijaksanaan Umum Perkreditan P.T BRI
(Persero) (KUP-BRI).

7. Surat Keputusan Direksi P.T. BRI (Persero) Nokep S.21-DIR/KKP/6/1997
tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit PT BRI (Persero) (PPK-BRI) SBU
Unit Retail Banking (SBU-URB).

2.3 Landasan Teori
2.3.1 Kredit
a. Pengertian Kredit
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Menurut Badrulzaman (1978:19), bahwa kata “kredit” berasal dari bahasa
Romawi yaitu Credere yang artinya “percaya”. Bila dihubungka dengan bank,
maka terkandung pengertian bahwa bank selaky kreditur percaya meminjamkan

sejumlah uang kepada nasabah/debitur, karena debitur  dapat dipercaya

Menurut ketentuan Pasa] | angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998
tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,
disebutkan bahwa

Kredit adalah penyediaan uang atay tagihan yang dapat dipersamakan
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam
antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk
melunasi utangnya setelah Jangka waktu tertenty dengan pemberian bunga.
Dalam rumusan tersebut dapat diketahui, bahwa kredit itu merupakan perjanjian
pinjam meminjam uang antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur.
Menurut Tje’ Aman (1989:10), bahwa tenggang waktu antara pemberian
dan penerimaan kembali prestasi ini, suatu hal yang abstrak, yang sukar diraba,
karena masa antara pemberian dan penerimaan kembali prestasi dapat berjalan
dalam beberapa bulan, tetapi dapat pula berjalan beberapa tahun. Dalam praktek,
banyak terjadi nasabah tidak menepati wakty yang diperjanjikan dalam
mengembalikan pinjamannya dengan berbagai alasan, Oleh karena itu dalam
rumusan pengertian kredit ditegaskan mengenai  kewajiban nasabah untuk
melunasi utangnya sesuai dengan kewajibannya yang lain yaitu dapat berupa

bunga, imbalan atauy pembagian hasil keuntungan. (Supramono, 1597:45).

b. Macam Kredit
Dalam praktek perbankan kredit-kredit yang pernah diberikan kepada
nasabah dapat dilihat dari beberapa segi, yaity :
. jangka waktunya -
¢ kredit jangka pendek, adalah kredit yang berjangka wakty paling lama satu
tahun. Dalam kredit inj Juga termasuk untuk tanaman musiman yang
berjangka waktu lebih dari satu tahun.
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* kredit jangka menengah, adalah kredit yang berjangka waktu antara satu
tahun sampai dengan tiga tahun, kecualj kredit untuk tanaman musiman
tersebut.

* kredit jangka panjang, adalah kredit yang jangka waktunya lebih darj tiga
tahun.

2. kegunaannya :

* kredit modal kerja, artinya kredit yang diberikan untyk kepentingan

kelancaran usaha nasabah. (Supramono, 1997:45).

¢. Sistem Pemberian Kredit
Bank pada saat akan memberikan kredit harus mempunyai keyakinan atas

kemampuan dan kesanggupan nasabah/debitur untuk membayar utangnya. Bank

akan menggunakan “the five of credit analysis” atay prinsip 5 C, yaitu :

1) character (watak);
tujuan bank melakukan penilaian terhadap watak debitur adalah untuk
mengetahui apakah pemohon kredit ada kemauan untuk membayar utangnya
apabila permohonannya dikabulkan oleh bank. Dalam hal ini yang diperhatikan
adalah sikap atau perilaku debitur, bukan hanya nasabah dalam berhubungan
dengan bank saja, tetapi dengan pihak lain. Titik perhatian bank yaitu kejujuran
dan itikad baik debitur, sehingga dari data-data yang disampaikan nasabah
dapat diketahui sejauh mana kebenaran yang dikemukakan di dalamnya.

2) capacity (kemampuan);
usaha yang dibiayai dengan kredit, pada prinsipnya nasabah harus dapat
mengelola dengan baik, sebab kalau tidak usaha nasabah tidak berkembang dan
bahkan akan menjadi macet sama sekali, yanng berarti nantinya nasabah akan
kesulitan membayar kembal; kreditnya. Bank perlu  mengetahui apakah
nasabah mempunyai pengetahuan yang cukup di bidang usaha tersebut, apakah
cukup pengalaman mengelola usaha itu, dan sebagainya.

3) capital (modal);
dalam praktek selama ini bank Jarang sekali memberikan kredit untuk

memberikan seluruh dana yang diperlukan nasabah Nasabah wajib
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tidak bergerak. Bank selain meminta Jaminan pokok, Juga meminta Jaminan
tambahan. Semuya barang-barang Jaminan paling kurang nilainya sejumlah
kredit yang diberikan Namun dalam Undang—undang Nomor 7 Tahun 1992,
apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas

kemampuan debitur dalam mengembalikan ulangnya, agunan dapat hanya

5) condition of economy (kondisi ekonomi);
kondisi ekonomi inj tidak berbeda dengan prospek usaha, karena yang
dibicarakan menyangkut obyek yang akan dibiayai dengan kredit ity yang
mempunyai masa depan yang baik. Hal ini untyk mengetahui sampai sejauh
mana kondisi ekonomi ity berpengaruh terhadap kegiatan nasabah dan
bagaimana nasabah tersebut mengatasi atay mengantisipasinya, sehingga

usahanya tetap hidup dan berkembang.

2.3.2 Perjanjian
2.3.2.1 Pengertian Perjanjian

Peraturan yang berlaku bagi perjanjian diatur dalam Buku Ketiga KUH
Perdata yang berjudul “Tentang Perikatan”. Dalam Rukuy Ketiga tersebut,

sumber dari perikatan. Memang ada, selain perikatan yang lain adalah karena
undang-undang.
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Pengertian perjanjian dalam pasal 1313 KUH perdata disebutkan sebagai
berikut :

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana saty orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
Rumusan pasal 1313 KUH Perdata tampak kurang lengkap, karena yang
mengikatkan dirinya dalam perjanjian hanya salah saty pihak saja. Padahal yang
seringkali dijumpai adalah perjanjian dimana kedua belah pihak saling

1997:55)

2.3.2.2 Syarat-syarat Sahnya Perjan jian
Berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, terdapat empat syarat
untuk menentukan sahnya perjanjian, yaitu :
1) Kata Sepakat
Kata sepakat dalam suaty perjanjian merupakan suaty keadaan yang
menunjukkan kehendak kedua belah pihak saling diterima satu sama lain,
artinya kedua belah pihak sama-sama tidak menolak apa yang diinginka pihak
lawannya. Dengan adanya kata sepakat, maka perjanjian itu telah ada dan sejak
itu pula perjanjian mengikat kedua belah pihak serta dapat dilaksanakan.
Meskipun perjanjian tidak dilakukan secara tertulis, tetap dapat dilaksanakan.
Prinsip pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, kekuatan mengikat setelah
tercapainya kata sepakat sangat kuat sekali, karena perjanjian itu tidak dapat
ditarik kembali secara sepihak, atau karena alasan-alasan yang diperbolehkan
undang-undang,
Kapan terjadinya kata sepakat, KUH Perdata tidak mengaturnya, tetapi
dalam ilmu pengetahuan terdapat beberapa teori, yaitu :
a) Teori kehendak (wilstheorie); kata sepakat dianggap telah terjadi manakala

para pihak menyatakan kehendaknya untuk mengadakan suatu perjanjian,
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b) Teori kepercayaan (velmuwenstheurie); kata sepakat dalam suaty perjanjian
dianggap telah terjadi pada saat peryataan salah satu pihak dapat dipercaya
secara obyektif oleh pihak yang lain.

¢) Teori ucapan (uitingstheorie); kata sepakat dianggap telah tegjadi pada saat
debitur mengucapkan persetujuannya terhadap Pe€nawaran yang dilakukan
oleh kreditur, kalay dilakukan dengan surat, maka kata sepakat terjadi pada
saat menulis surat Jawabannya.

d) Teori pengiriman (verzendings!heorie); kata sepakat dianggap telah terjadi
pada saat debitur mengirimkan surat Jawaban kepada kreditur, jika
dilakukan melalu; Pos, maka kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat
surat jawaban tersebut distempel (cap) oleh kantor pos.

e¢) Teori penerimaan (omvangsrheorie); kata sepakat dianggap telah terjadi
pada saat kreditur menerima surat jawaban dari debitur, tepatnya pada saat
kreditur membaca surat Jawaban tersebut karena saat itu ia mengetahuyi
kehendak debitur.

f) Teori pengetahuan (vememing.yt}zeorie); kata sepakat dianggap telah terjadi
pada saat kreditur mengetahui bahwa debitur telah menyatakan menerima
penawarannya. Tampak teori pengetahuan lebih luas dari teori penerimaan
karena dalam teori inj memandang kreditur mengetahui kehenda debitur
baik melalui surat maupun secara lisan.

2) Kecakapan
Kecakapan adalah kemampuan membuat perjanjian. Pada prinsipnya

Sémua orang mampu membuat perjanjian, namun pasal 1330 KUH Perdata

menetapkan mengenai siapa-siapa yang tidak cakap membuat hal tersebut.

KUH Perdata tidak memberikan penjelasan mengenai siapa saja orang-orang

yang belum dewasa. Ada beberapa ketentuan undang-undang yang dapat

dijadikan pedoman, yaity - :

a) Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 4 Tahup 1979 tentang Kesejahteraan
Anak yang menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum

mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.
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b) Pasal 6 ayat (2) Undang—undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
yang menyebutkan bahwa untyk melangsungkan perkawinan seorang yang

belum mencapai umur 21 tahun harys mendapat ijin orang tuanya.

bersangkutan pernah kawin.

Pasal 433 KUH Perdata menyebutkan bahwa Orang-orang yang ditaruh di
bawah pPeéngampuan adalah setiap orang dewasa yang selalu berada dalam
keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap, selain ity Juga orang yang boros.
Pada pasal 3] ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan menetapkan bahwa suami maupun istri bertek melakukan
perbuatan hukum.

3) Hal Tertenty

Berdasarkan Pasal 1333 KUH Perdata, bahwa dalam perjanjian ity harus
Jelas apa yang menjadi obyeknya, Supaya perjanjian dapat dilaksanakan dengan
baik. Semua perjanjian yang tidak memenuhij Syarat yang ketiga ini, berakibat
batal demi hukum, sehingga perjanj lannya dianggap tidak pernah ada (terjadj).

4) Sebab Yang Halal

Sebab yang halal inj dapat dilihat dari tujuannya, untuk apa suatu
perjanjian itu diadakan, Tujuan merupakan sebab adanya perjanjian, dan sebab
yang disyaratkan oleh undang-undang harus yang halal. Semua perjanjian yang
tidak memenuhi sebab yang halal akibatnya Perjanjian menjadi batal demi
hukum, untuk menyatakan demikian diperlukan formalitas tertentu, yaitu

dengan putusan pengadilan. (Supramono, 1997:55).

2.3.2.3 Asas-asas Hukum Perjanjian
Hukum perjanjian terdiri dari beberapa asas, yaitu :
1) Asas Konsesualisme
Konsesualisme adalah kesepakatan, maka asas j ni menetapkan terjadinya suaty
perjanjian  setelah tercapainya kata sepakat kedua belah pihak yang
mengadakan perjanjian, Kata sepakat diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata
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yang merupakan syarat sahnya perjanjian, dengan tercapainya kata sepakat,
telah menunjukkan pada saat itu suaty perjanjian mulai berlaky dan mengikat
para pihak.

2) Asas Kebebasan Berkontrak
Setiap orang mempunyai kebebasan untuk menngadakan suaty perjanjian yang
berisi apa saja dan macam apa saja, asalkan perjanjian itu tidak bertentangan
dengan kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Pasal 1339 KUH Perdata
mengatur asas kebebasan berkontrak, yang sebenamya asas tersebut malah
membatasi kebebasan seseorang, karena tidak dapat menikmati kebebasan
yang sebebas-bebasnya. Meskipun demikian asas inj dimaksudkan agar orang
selalu membuat perjanjian demi kebaikan dan tidak merugikan pihak lain.

3) Asas Kepribadian
Seseorang hanya diperbolehkan mengikatkan diri untuk kepentingan dirinya
sendiri dalam suaty perjanjian. Pasal 1315 KUH Perdata menvebutkan bahwa
pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atay
meminta ditetapkannya suaty Janji untuk dirinya sendir-, (Supramono,
1997:59).

4) Asas Kekuatan Mengikat
Asas ini menentukan bahwa Suatu perjanjian yang dibuat secara sah akan
mengikat para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan sebagaimana
mengikatnya undang-undang, sesuaj dengan ketentuan pada pasal 1338 ayat (1)
dan ayat (2) KUH Perdata. Keterikatan para piha.k dalam suatu perjanjian tidak
hanya terbatas pada apa yang diperjanjikan tetapi Juga terhadap segala sesuaty
yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau
undang-undang.

5) Asas Kepastian Hukum
Asas ini merupakan asas yang esensial disamping asas-asas yang lainnya,
karena dalam hukum perjanjian - setiap orang diberi kebebasan untuk
memperjanjikan apa saja dan dengan siapa saja. Dengan demikian dapatlah

dikatakan apalah artinya pembentuk undang-undang memberi kebebasan pada
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setiap orang untuk mengadakan perjanjian bila dalam hukun perjajian ity

sendiri tidak terkandung adanya kepastian hukym. (Tje’Aman, | 989:26).

2.3.2.4 Perjanjian Kredit
Menurut Badrulzaman (1991:32), bahwa -

Perjanjian kredit bank adalah perjanjian pendahuluan darj penyerahan uang,
Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi
dan penerima Pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antara
keduanya. Perjanjian ini bersifat konsesual obligatoir.

Perjanjian kredit baru lahir pada saat dilakukannya realisasi kredit, karena
setelah penandatanganan pefanjian kredit tidak berarti akan disertaj dengan
realisasi atau pencairan kredit. Pemohon (calon nasabah) tidak akan dapat
melakukan penarikan kredit, bila tidak ada pernyataan dari bank bahwa pemohon
sudah boleh menarik kreditnya. (Tje’ Aman, 1989:35).

Perjanjian kredit sebagai perjanjian pinjam meminjam uang diatur dalam
pasal 1754 KUH Perdata, bahwa :

Sedangkan pengertian kredit menurut pasal 1 angka 11 Undang-ur dang Nomor 10
Tahun 1998 tentang Perubahan Undang—undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

Perbankan adalah penyediaan uang atay tagihan atau yang dipersamakan dengan

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya
setelah jangka waktu tertenty dengan pemberian bunga.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa perjanjian kredit
merupakan perjanjian pinjam meminjam uang antara bank dengan pihak lain.
Melihat bentuk perjanjiannya dan kewajiban debitur, maka perjanjian kredit
tergolong perjanjian pinjam mengganti. Meskipun demikian perjanjian kredit
merupakan perjanjian khusus, karena didalamnya terdapat kekhususan dim_ana

pihak kreditur selalu bank dan obyek perjanjian berupa uang, karena ity peraturan-
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peraturan yang berlaku dalam perjanjian kredit adalah KUH Perdata sebagai
peraturan umumnva dan undang —undang perbankan beserta peraturan
pelaksanaannya sebagai peraturan khususnya.

Perjanjian kredit dalam praktek seringkali dilakukan dengan standard
kontrak. Standard kontrak merupakan kontrak yang bersifat paksaan, bersifat lebih
dipaksakan berdasarkan ketentuan ekonomi yang lebih kuat, sedang salah satuy
pihak di lain pihak kurang cukup pengertian tentang kontral; tersebut atau
mungkin juga karena kecerobohan pada pihak lain; dimana salah satu pihak
dipaksa oleh pihak lain.

Standard kontrak dapat digolongkan menjadi dua, yaity :

1) Perjanjian standard umum; perjanjian yang bentuk dan isinya telah
dipersiapkan terlebih dahulu oleh kreditur kemudian disodorkan pada
debitur.

2) Perjanjian standard khusus; dinamakan terhadap perjanjian standard yang
ditetapkan pemerintah, seperti akta jual beli mobil 1 156727, baik adanya
dan berlakunya perjanjian ini untuk para pihak ditetapkan secara sepihak
oleh pemerintah. (Badrulzaman, 1983:35).

Seluruh kalangan perbankan dalam memberikan kredit kepada nasabahnya,
telah mempraktikkan dengan menggunakan standard kontrak. Ketika bank telah
mengambil keputusan menyetujui permohonan kredit, bank menyerahkan form ulir
perjanjian kredit kepada nasabah, yang isinya telah disusun oleh pihak bank.
Nasabah umumnya dapat menyetujui isi perjanjian, sebab nasabah dihadapkan
pada keadaan yang akan menyulitkan dirinya, apabila kreditnya tidak Jjadi
diberikan maka proyeknya akan menjadi terkatung-katung,

2.3.3 Pemberian Kredit Oleh P.T. BRI (Persero) Secara Umum

Pemberian kredit merupakan kegiatan utama P.T. BRI (Persero) yang
mengandung risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan
usaha. Oleh karena itu dalam pelaksénaannya harus berdasarkan asas-asas

perkreditan yang sehat.
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Pemberian kredit ini agar dapat berlaku konsisten maka diperlukan
kebijaksanaan perkreditan yang dituangkan secara tertulis. P.T. BRI (Persero)
memandang perlu menetapkan Kebijaksanaan Umum Perkreditan P.T. BRI
(Persero) atau disingkat dengan KUP-BRI, yang merupakan acuan bagi unit-unit
kredit di P.T. BR] (Persero), berdasarkan Surat Keputusan Direks; P.T. BRI
(Persero) Nokep S.34-DIR/ADK/11/1995 tanggal 27 November 1995 tentang
Kebijaksanaan Umum Perkreditan P.T. BRI (Persero) (KUP-BRI).

Pemberian kredit Secara umum menurut Kebijaksanaan Umum Perkreditan
P.T. BRI (Persero), terdiri darj -

a. Prakarsa dan permohonan kredit;
nasabah yang dapat diprakarsai oleh unit kerja bisnis untuk mengajukan
permohonan kredit adalah nasabah /calon nasabah yYang memenuhi batasan
pasar sasaran, kriteria risiko yang dapat diterima, dan kriteria nasabah yang
dapat dilayani yang telah ditetapkan.

b. Analisis dan evaluasj kredit;
hal ini dilakukan secara terulis yang mencakup penilaian yang seksama
terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, kondisi atay prospek usaha
debitur atau yang lebih dikenal dengan prinsip 5 C dan penilaian terhadap
sumber pelunasan kredit yang dititikberatkan pada hasil usaha/penghasilan dari
pemohon serta menyajikan evaluasi aspek yuridis perkreditan dengan tujuan
untuk melindungi P.T. BRI (Persero) unit dari ris.iko yYang mungkin timbul.

¢. Negosiasi kredit;
sebelum kredit diputus, perlu dinegosiasikan dengan pemohon kredit antara
lain meliputi jumlah kredit, struktur dan tipe kredit, syarat dan ketentuan kredit.

d. Penetapan struktur dan tipe kredit;
berdasarkan hasil analisis dan evaluasi kredit serta negosiasi, perlu disusun
struktur dan tipe kredit yang trepat beserta syarat dan ketentuan kredit yang
mendukung sehingga keamanan pemberian kredit terjamin serta kebutuhan
debitur terpenuhi.

e. Rekomendasi pemberian putusan kredit;
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merupakan suaty kesimpulan dari hasil analisis dan evaluasi yang telah
dilakukan, harus disampaikan secara tertulis kepada pejabat kredit lini’/komite
kredit yang berwenang memutus sesuai dengan jumlah kredit tersebut.

f. Kelengkapan paket kredit;
pejabat pemutus kredit bersama-sama dengan pejabat/pelaksana administrasi
kredit bertanggung jawab untuk meneliti dan memastikan bahwa dokumen-
dokumen yang mendukung pemberian putusan kredit masih berlaku, sah, dan
berkekuatan hukum.

g. Putusan kredit;
kewenangan putusan kredit yang akan diberikan pada nasabah debitur ada pada
pejabat pemutus kredit yang harus memastikan kebenaran data dan informasi
yang disampaikan dalam permohonan kredit.

h. Perjanjian kredit;
setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati oleh pemohon kredit wajib
dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis, bentuknya
berupa Surat Pengakuan Hutang (SPH).

i. Dokumentasi:
berkas-berkas permohonan kredit akan dikumpulkan menjadi saiu sebagai arsip
dan dokumentasi bagi bank, kelengkapan dokumen ini merupakan bagian yang
sangat penting dari manajemen risiko kredit dan dari hasi] evaluasi dokumen
dapat ditetapkan posisi bank terhadap debitur terutama dari aspek hukum.

J- Administrasi kredit; |
menyangkut segala hal yang berhubungan dengan administrasi kredit yang
harus dipenuhi oleh nasabah debitur.

k. Pengawasan kredit
pengawasan terutama dilakukan terhadap lancar atau tidaknya kredit dan
bagaimana pembayarannya kembali.

l. Manajemen kredit bermasalah;
harus dilakukan pendekatan praktis bagi bank dalam pengelolaan kredit

bermasalah dengan secara dini mendeteksi  potensi timbulnya kredit
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bermasalah, sehingga makin banyak peluang dan alternatif koreksi bagi bank
dalam mencegah timbulnya kerugian sebagai akibat pemberizn kredit.

m. Kerugian seluruh atau sebagian;
harus dapat diperhitungkan kerugian seluruh atay sebagian yang mungkin akan
timbul dalam pemberian kredit

n. Penghapusbukuan dan ekstrakomtabel:

merupakan pinjaman yang telah dihapusbukukan dan harus tetap ditagih.

2.3.4 Kriteria Pengusaha Kecil

Melalui kebijaksanaan Januari 1990, antara lain mengharuskan bank-bank
untuk menyalurkan 20% (dua puluh persen) kreditnya kepada Kegiatan Usaha
Kecil (KUK) dan realisasinya dijadikan sebagai salah satu faktor penilaian
kesehatan bank. Pengusaha kecil yang dimaksud adalah pengusaha yang
melakukan kegiatan usaha dengan asetnya di luar tanah dan bangunan yang
ditempati, tidak melebihi Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), sedangkan
maksimum kredit yang dapat diberikan adalah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta
rupiah).

Ketentuan ini diperbaiki melaly; deregulasi Mei 1993, maka pagu kredit
bagi usaha kecil dinaikkan menjadi Rp. 250.000.000 - (dua ratus lima puluh juta
rupiah). (Djumhana, 1993:223).

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/9/BKr/2001 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Kecil, bahwa yang termasuk
dalam KUK adalah kredit atay pembiayaan dari bank untuk investasi dan atau
modal kerja, yang diberikan dalam rupiah dan atau valuta asing kepada nasabah
usaha kecil dengan plafon kredit keseluruhan maksimum Rp. 500.000.000,- (lima
ratus juta rupiah), untuk membiayai usaha yang produktif

Usaha kecil sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 9
Tahun1995 tentang Usaha Kecil adalah usaha yang memenuhi kriteria sebagai
berikut :

a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta
rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha: atau
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b. Memiliki hasil penjualan tahunan palinng banyal Rp. 1.000.000.000.- (satu
miliar rupiah);

¢. Milik Warga Negara Indonesia;

d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atay cabang perusahaan
yang dimiliki, dikuasai, atay berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung

dengan usaha menengah atau usaha besar;

€. Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau
badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

Berdasarkan Surat Keputusan Dieksi P.T BRI (Perserc) Nokep S.34-
DIR/ADK/11/1995 tentang Kebijaksanaan Umum Perkreditan P.7". BR] (Persero)
(KUP-BRI), kriteria pengusaha kecil adalah sebagai berikuyt -

a. Pengusaha yang memerlukan tambahan pembiayaan mulai darj Rp. 50.000 -
(lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 50.000.000 - (lima puluh juta rupiah) yang
berada pada seluruh sektor ekonomi.

b. Pada umumnya adalah usaha rumah tangga dan memiliki usaha dengan
karakteristik, antara lain :

1) mempunyai banyak kegiatan, artinya usahanya tidak tetap tapi berpindah-
pindah dari usaha satu ke usaha ]ainnya;

2) tidak terorganisasi;

3) tidak mempunyai catatan keuanngan yang lengkap dan tidak sesuai dengan
standard akﬁntansi yang baku;

4) tidak berbadan usaha;

5) berada pada daerah geografis atau lokasi tertenty yang berdasarkan analisis
serta evaluasi dipilih sebagai target peémasaran, karena berdasarkan
perhitungan ekonomis usahanya layak dibiayai dan dapat memberikan
keuntungan bagi P.T. BR] (Persero) Unit.

Menurut  Keputusan Menteri  Perindustrian dan Perdagangan Nomor
591/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Surat Izin
Usaha Perdagangan (SIUP) Pasal 6 menyebutkan bahwa :

(1) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal
disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya sampai dengan Rp,
200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan
tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Kecil.

(2) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal
disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp. 200.000.000.- (dua
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ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus Juta rupiah)
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP
Menengah.

(3) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal
disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp. 500.000.000 - (lima

ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan lempat usaha, wajib memperoleh
SIUP Besar.

perdagangan antara lain -

1) Usaha yang dikelola sendiri oleh pemiliknya (home industry); maksimal 5
orang,

2) Usaha kecil; 5-20 orang,

3) Usaha menengah; 20-100 orang,

4) Usaha besar; 100 orang ke atas.

2.3.5 Hak dan Kewajiban Bank

Menurut Pasal 6 Surat Perjanjian Hutang disebutkan bahwa bank berhak
baik dilakukan sendiri atay dilakukan oleh pihak lain yang ditunjuk oleh bank dan
yang berhutang wajib mematuhinya untuk setiap waktu meminta keterangan dan
melakukan pemeriksaan yang diperlukan bank kepada yang berhutang atay
perusahaannya. Sedangkan menurut Pasal 7 disebutkan bahwa -

(4) “Bank berhak dengan seketika menagih pinjamannya dan yang berhutang
diwajibkan tanpa menunda-nunda lagi membayar seluruh pinjaman berupa
pokok, bunga, denda, biaya-biaya,dan kewajiban lainnya yang mungkin
timbul dengan seketika dan sekaligus lunas, bilamana pinjaman ternyata
digunakan untuk keperluan lain”.

(5) “Bank berhak untuk menjual selruh jaminan sehubungan dengan pinjaman

Berdasarkan Pasal 4 Perjanjian Penyerahan Hak Milik Atas Kepercayaan
(Fiducia) Barang disebutkan bahwa bank berhak setiap waktu memasuki halaman

dan bangunan dimana barang-barang fiducia ditempatkan untuk memeriksa
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keadaan barang-barang dan memberikan peringatan kepada nasabah debitur bila
tidak melakukan pemeliharaan dan perawatan,

Menurut Pasal 29 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan

bahwa -

(2) “Bank wajib memelihara tingkat kesehatannya sesuai dengan ketentuan
kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas,

(4) “Bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko
kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui

bank”.

Pasal 8 ayat (1) Undang—undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa
bank wajib mempunyai keyakinan yang berdasarkan analisis yang mendalam atas
itikad dan kemampuan serta kesangupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya
atau mengembalikan pinjaman sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi P.T BRI (Persero) Nokep S.21-
DIR/KKP/6/1997 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit pT Bank Rakyat
Indonesia (PPK-BRI) SBU Unit Retail Banking (SBU-URB) bahwa bank wajib
memberikan penjelasan secara Jelas dan terperinci mengenai segala hal yang
menyangkutrketentuan kredit kepada calon peminjam (nasabah debitur), sehingga
di kemudian hari tidak menimbulkan masalah yang disebabkan ketidaktahuan
nasabah debitur pén'hal kredit yang dinikmati.

2.3.6 Hak dan Kewajiban Nasabah

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi P.T. BR] (Persero) Nokep S.21-
DIR/KKP/6/1997 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit P.T. Bank Rakyat
Indonesia (PPK-BRI) SBU Unit Retail Banking (SBU-URB) bahwa nasabah
berhak mendapatkan penjelasan secara jelas dan terperinci mengenai segala hal
yang menyangkut ketentuan kredit, sehingga di kemudian hari tidak menimbulkan

masalah yang disebabkan ketidaktahuan nasabah perihal kredit yang dinikmati.
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Pasal 29 ayat (4) undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa
nasabah berhak mendapatkan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko
kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah melalui bank.

Pasal 7 Surat Pengakuan Hutang menyebutkan bahwa -

(2) “Nasabah berhak mempergunakan fasilitas kredit yang diperoleh untuk
keperluan sebagaimana yang telah diperjanjikan”,

(3) “Nasabah debitur wajib tanpa menunda-nunda lagj membayar seluruh
pinjamannya berupa pokok, bunga, denda. biaya-biaya dan kewajiban lainnya
yang mungkin timbul dengan seketika dan sekaligus lunas bila lernyata pinjaman
dipergunakan untuk keperluan lain”.

Menurut Pasal 8 Surat Pengakuan Hutang disebutkan bahwa nasabah
debitur wajib membayar bea materai, biaya percetakan, biaya Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT) dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pemberian
pinjaman kredit, yang merupakan beban dan harys dibayar oleh pihak yanng
berhutang. Sedangkan pada Pasal 5 disebutkan bahwa nasabah debitur wajib
menyerahkan kepada bank asli surat-surat bukti kepemilikan agunan untuk
disimpan oleh bank sampai dengan pinjaman lunas.

Menurut Iriyanto (Kepala Unit P.T. BR] (Persero) Unit Bangil) bahwa
nasabah debitur wajib mengembalikan pinjaman tepat pada waktu yang telah
diperjanjikan.
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3.1 Tujuan Pemberian Kredit Pada Pengusaha Kecil di Pedesaan,

Bank merupakan badan usaha .yang menghimpun dana dari masyarakat
dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk
kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat

Perputaran uang dari dan ke masyarakat.

Berdasarkan pada pengertian tersebut, terlihat usaha bank lebih terarah,
tidak semata-mata untuk mencari keuntungan perusahaan, tetapi undang-undang
menghendaki agar taraf hidup rakyat banyak dapat ditingkatkan. Hal ini
merupakan tanggung jawab bank dalam rangka mewujudkan cita-cita negara kita

kegiatan bank harus dapat berhasil guna bagi kepentingan masyarakat. (Gatot
Supramono, 1997:2).

Pada pasal 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
disebutkan bahwa :

Bunyi pasal 4 di atas Jelas merupakan acuan bagi bank-bank di seluruh Indonesia,

bahwa tujuan perbankan Indonesia ity diutamakan untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat banyak.

Bank tidak cukup hanya menjalankan kegiatannya saja, yaitu menghimpun
dan menyalurkan dana masyarakat, tetapi kegiatan tersebyt mempunyai tujuan
yang jelas demij kepentingan pembangunan nasional. Meningkatkan pemerataan,
meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan stabilitas nasional
merupakan sasaran perbankan dalam melakukan kegiatan sebagaimana fungsinya.
Keberhasilan perbankan dalam memainkan peranannya dalam pembangunan

21
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nasional tentu akan dapat mewujudkan kehidupan rakyat yang lebih baik dari
sebelumnya. (Gatot Supramono, 1997:3).

Tujuan Bank adalah agar dana yang dipercayakan oleh masyarakat itu dapat
dikelola dengan baik dan berfungsi atau berdaya guna, tetapi disini harus ada
hubungan timbal balik antara bank dengan masyarakat atay nasabahnya, sehingga
akan terjalin suatuy hubungan yang saling menguntungkan, Dengan demikian bank
akan dapat mencapai tujuannya sesuai dengan fungsinya.

Kredit pada awal perkembangannya mengarahkan fungsinya untuk
merangsang kedua belah pihak guna saling menolong untuk tujuan pencapaian
kebutuhan baik dalam bidang usaha maupun kebutuhan sehari-hari. Pihak yang
mendapat kredit harus dapat menunjukkan prestasi yang lebih tinggi dari
kemajuan usahanya itu sendiri atay mendapat pemenuhan kebutuhannya. Adapun
bagi pihak yang memberi kredit, secara material dia harus mendapat rentabilitas
berdasarkan perhitungan yang wajar dari modal yang dijadikan obyek kredit dan
secara spiritual mendapatkan kepuasan yang dapat membantu pihak lain untuk
mencapai kemajuan. (Djumhana, 1993:220)

Pemerintah mengharuskan bank-bank untuk menyalurkan kreditnya kepada
Kegiatan Usaha Kecil (KUK) dan realisasinya dijadikan sebagai salah satu faktor
penilaian kesehatan bank. Inj merupakan usaha dari pemerintah agar bank-bank
tidak mengabaikan begitu saja para pengusaha kecil yang ingin mengajukan kredit
untuk modal usahanya.

Menurut Iriyanto (Kepala Unit P.T. BRI (Persero) Unit Bangil) tujuan
pemberian kredit pada pengusaha kecil di pedesaan adalah agar dapat
meningkatkan kesejahteraan pengusaha kecil di pedesaan.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi P.T. BR] (Persero) Nokep S.34-
DIR/ADK/11/95 tentang Kebijaksanaan Umum Perkreditan P.T. Bank Rakyat
Indonesia (Persero) bahwa tujuan pemberian kredit bagi pengusaha kecil di
pedesaan yaitu :

a) mengoptimalkan pendapatan dan meminimalkan risiko bisnis bagi bank dengan
cara menerapkan prinsip kehati-hatian dan mematuhi asas-asas pemberian

kredit yang sehat sesuai prosedur yang telah ditetapkan;


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

33

b) membantu pengusaha kecil di pedesaan dalam mengembangkan usahanya agar
dapat mencapai kemajuan;

¢) menciptakan kesempatan berusaha bagi masyarakat yang membutuhakan kredit
dari bank;

d) meningkatkan kegairahan berusaha pada pengusaha kecil di pedesaan. (Lihat

Lampiran VII).

Menurut perjanjian kredit, penerima kredit tidak bebas untuk menentukan
sendiri tujuan penggunaan kredit dan terikat pada program pemerintah di dalam
pembangunan. Pada Buku | Bagian II Bab 8 Repelita 11 ditentukan tentang
kebijaksanaan moneter dalam repelita yaity :

a) meningkatkan mobilisasi tabungan masyarakat melalui lembaga-lembaga
keuangan;

b) memperluas kesempatan kerja;

¢) menunjang usaha pemeliharaan dan peningkatan kestabilan ekonomi;

d) menunjang usaha untuk meningkatkan kedudukan ekonom;i lemah;

€) meningkatkan efisiensi kerja dan peranan lembaga-lembaga keuangan.
(Badrulzaman, 1991:60). :

Berdasarkan pembahasan mengenai tujuan pemberian kredit bagi pengusaha
kecil di pedesaan dapat diambil kesimpulan antara lain bahwa pemberian kredit
ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pengusaha kecil di pedesaan,
membantu pengusaha kecil di pedesaan dalam mengembangkan usahanya agar
dapat mencapai kemajuan, menciptakan kesempatan berusaha bagi masyarakat
yang membutuhkan kredit dari bank, serta memperluas kesempatan kerja.

3.2 Prosedur Yang Ditetapkan Oleh P.T. BRI (Persero) Unit Bangil dalam
Memberikan Kredit bagi Pengusaha Kecil di Pedesaan.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi P.T. BRI (Persero) Nokep S.21-
DIR/KKP/6/1997 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit P.T. Bank Rakyat
Indonesia (PPK-BRI) SBU Unit Retail Banking (SBU-URB) tanggal 9 Juni 1997,
prosedur pemberian kredit bagi pengusaha kecil dj pedesaan adalah sebagai
berikut :
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3.2.1 Prakarsa dan Permohonan Kredit;
Tahap pendaftran permohonan kredit dapat dibagi dalam dua aktifitas, yaitu;
1) pendaftaran dilakukan di kantor BRI unit setiap jam kerja/Pos Pelayanan Desa
(PPD)/Pos Khusus (PK) pada jadwal kerja yang telah ditentukan;
2) Petugas BRI unit yang melayani pendaftaran adalah deskman;
a) memeriksa kelengkapan berkas calon nasabah/nasabah lama;
- copy tanda bukti diri (KTP, SIM/surat keterangan identitas lain);
- surat ijin usaha/keterangan usaha dar; kepala desa (copy KTP saja bagi
kredit yang relatif kecil, yang diatur dengan ketentuan sendiri);
- tanda bukti pemilikan agunan;
- tanda bukti pelunasan kredit yang lalu (untuk nasabah lama).
melayani pendaftaran kredit dan menjelaskan secara jelas dan terperinci
segala hal yang menyangkut ketentuan kredit kepada calon peminjam,

b

St

sehingga di kemudian hari tidak menimbulkan masalah yang disebabkan
ketidaktahuan nasabah perihal kredit yang dinikmati, yaitu mengenai
keperluan atay tujuan penggunaan kredit, besarnya kredit dan jangka
waktunya, besarnya suku bunga kredit, cara pembayaran kembali, ketentuan
Insentif Pembayaran Tepat Waktu (IPTW) beserta restitusi bunga, serta
ketentuan asuransi Jiwa nasabah;

C) meminta calon nasabah untuk mengajukan perkiraan besarnya permohonan
besarnya jangka waktu yang dikehendaki, yang dituangkan dalam formulir
model 72/75:

d) meminta calon nasabah untuk mengisi dan membubuhkan cap jempol/tanda
tangan pada formulir pendaftaran (surat keterangan permintaan pinjam), bila
tidak dapat menulis dibantu oleh deskman;

¢) mengisi formulir tanda terima bukti kepemilikan agunan (model 72a) yang
dibuat rangkap 2 (dua), asli untuk calon nasabah dan tindasannya untuk
arsip BRI unit (dicatat pada agenda khusus);

f) menyiapkan berkas kredit dalam satu map, berisi copy bukti diri suami istri
dan pemilik agunan, surat keterangan berusaha dari kepala desa/copy
SIUP/SPTU, tanda bukti pemilik agunan, tindasan tanda terima bukti
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pemilikan agunan (model 72a), berkas kredit lama dan tanda bukti
pelunasan (untuk nasabah lama);

g) mencatat pendaftaran permohonan kredit pada register surat keterangan
permohonan pinjam (model 35) dan register nomor induk peminjam (model
35 CA) bagian 1 (untuk nasabah baru) untuk selanjutnya mencatat nomor
surat keterangan permohonan pinjam dan nomor induk peminjam atas nama
nasabah tersebut pada model 72/75;

h) mencatat dokumen-dokumen yang telah diterima dari nasabah pada register
pengawasan dokumen-dokumen penting (model 35 DA), untuk agunan
berupa emas, pada waktu pendaftaran cukup membawa fotokopi bukti
kepemilikannya saja, dan agunannya baru dibawa ke BRI unit setelah
usahanya diperiksa dan dinyatakan layak oleh mantri/kepala unit. Setelah
tahapan ini deskman menyerahkan berkas surat keterangan permohonan
pinjam kepada kepala unit dengan register model 35, kemudian kepala unit
pada hari yang sama sesuai tanggal surat keterangan permohonan pinjam
menerima berkas pengajuan dan memeriksa kelengkapan isi berkas terutama
yang menyangkut Persyaratan-persyaratan  yang diperlukan  berikut
kebenaran pengisian formulir dan registernya, pasar sasaran, kriteria resiko
yang dapat diterima, kriteria nasabah yang dapat dilayani dan rencana
pemasaran tahunan, kemudian kepala unit memberikan disposisi kepada
mantri atau diperiksa sendiri oleh kepala unit dan diserahkan pada deskman.

Setelah itu deskman segera menyiapkan formulir pemeriksaan ke tempat

nasabah lalu menyerahkan berkas yang sudah didisposisi oleh kepala unit

kepada mantri Mantri menandatangani formulir model C 35 B sebagi tanda
terima berkas dari deskman, kemudian melakukan kunjungan ke alamat
pemohon kredit.

3.2.2 Analisa dan Evaluasi Kredit;
Mantri melakukan pemeriksaan lapangan dengan memperhatikan;
1) aspek pemeriksaan kredit, menggunakan prinsip 5 C;
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- character; merupakan penilaian terhadap kejujuran, ketulusan, kepatuhan
akan janji serta kemauan untuk membayar kembali hutang-hutangnya.

- capacity; kemampuan yang dimiliki calon nasabah untuk membuat rencana
dan mewujudkannya menjadi kenyataan, termasuk dalam menjalankan
usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan.

- capital; dana yang dimiliki oleh calon nasabah untuk menjalankan dan
memelihara kelangsungan usahanya dan untuk mengetahui  keadaan
permodalan, sumber-sumber dana dan penggunaannya.

- condition of economy; untuk mengetahui sejauh mana kondisi ekonomi itu
berpengaruh terhadap kegiatan usaha calon nasabah dan bagaimana nasabah
mengatasi atau mengantisipasinya sehingga usahanya tetap hidup dan
berkembang.

- collateral; untuk mengetahui sampai sejauh mana risiko tidak dipenuhinya
kewajiban finansiil kepada BRI unit dapat ditutup oleh agunan yang
diserahkan oleh calon nasabah.

2) pemeriksaan terhadap aspek usaha nasabah;

melakukan pemeriksaan di tempat usaha calon nasabah untuk mengetahui,
menilai dan meyakini bahwa calon nasabah benar-benar sesuai dan domisilinya
sesuai dengan keterangan model 72, calon nasabah mempunyai karakter yang
baik dengan menanyakan kepada tetangga/relasi/perangkat desa/pihak lain
yang biasa berhubungan dengan calon nasabah, usaha calon nasabah sesuai
dengan model 72 serta mempunyai prospek usaha yang baik, kebenaran barang
agunan dan melakukan penaksiran atas nilai barang agunan, kemudian
membuat laporan hasil pemeriksaan di lapangan pada model 70a/70b, yang
meliputi;

- prospek usaha calon nasabah;

- aspek produksi; lokasi usaha (strategis/tidak), untuk usaha perdagangan/jasa
lainnya dilihat dari omzet perdagangan/jasa lain saat ini dan yang akan
datang, untuk pertanian/bercocok tanam dilihat dari luas lahan, jenis produksi
dan produksi per musim, tersedianya bahan baku yang meliputi kualitas dan
kontinuitasnya, tersedianya tenaga kerja, baik dalam jumlah maupun kualitas.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

37

- aspek pemasaran; meliputi keadaan yang lalu, saat ini, yang direncanakan,
serta  faktor-faktor pendukung pengembangan pemasarannya, daerah
pemasaran (lokal/ke luar daerah), jaringan distribusi pemasaran, dan
sebagainya.

- aspek manajemen; mengenai pengalaman calon nasabah, latar belakang
pendidikan, tersedianya catatan-catatan dari udsaha calon nasabah tentang
hutang piutang, catatan pembelian barang, catatan persediaan barang dan
perhitungan harga pokok penjualan.

- aspek keuangan; mengenai rencana penggunaan kredit, kemampuan
membayar kembali dengan melihat perhitunngan laba/rugi dari usaha yang
ada saat ini, proyeksi besarnya laba/rugi sesuai rencana perluasan usaha
dihitung dari hasil penjualan, biaya-biaya dan pendapatan.

3) penilaian agunan;

merupakan kontra prestasi bagi BRI unit yang telah mengeluarkan sejumlah

uang dalam bentuk kredit kepada nasabah yang bersangkutan, dengan demikian

bila pada saat jatuh tempo ternyata yang bersangkutan tidak dapat melunasi
kreditnya, maka BRI unit dapat mencairkan agunan tersebut untuk melunasi
kreditnya. Persyaratan agunan meliputi;

- syarat ekonomis; harus mempunyai nilai ekonomis, dapat diperjualbelikan
secara bebas dan tidak cepat rusak.

- Syarat yuridis; agunan sebaiknya milik calon nasabah sendiri, tidak dalam
sengketa, ada bukti kepemilikan/penguasaan belum dijainkan kepada pihak
lain.

4) pemeriksaan agunan;

meliputi benda tetap (tanah tanpa bangunan dan tanah yang diatasnya ada

bangunan), bangunan (bentuknya, rangka, atap, dinding dan lantai), identitas

(alamat, bentuk, luas, batas-batas peruntukkannya misalnya sawah, tambak

kantor atau rumah), lokasi agunan dan lingkungannya (strategis/tidak,

jauh/tidak dari tempat-tempat keramaian) serta penaksiran yang meliputi‘;
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- Nilai Pasar Wajar (NPW); nilai/harga suatu barang agunan yang berlaku di
pasar pada saat penilaian dilakukan.

- Nilai Taksiran Harga Lelang Sita (THLS); nilai/harga perkiraan terhadap
barang agunan bila akan dijual secara mudah, cepat dan segera, baik
dilakukan secara damai maupun melalui lelang. Penentuan besarnya nilai
THLS dilakukan dengan mengalikan sebesar prosentase tertentu dari NPW
dengan ketentuan sebagai berikut;

- harga pasar wajar dan harga likuidasi (THLS) diperinci untuk tanah dan
bangunan.

- untuk menghitung harga likuidasi dipakai dasar; tanah (maksimum 80% dari
NPW), bangunan (maksimum 70% dari NPW), barang dagangan dan hasil-
hasil pertanian (maksimum 70% dari NPW), alat-alat rumah tangga
(maksimum 60% dari NPW), (emas nilai likuidasinya ditentukan oleh toko
emas yang melakukan kontrak kerja sama dengan BRI unit yang
bersangkutan), deposito berjangka BRI, Simaskot, Simpedes, Tanasbri
(sebesar 100% dari nilai nominal).

3.2.3 Penetapan Tipe dan Struktur Kredit;

Setelah pengisian berkas-berkas yang berkaitan dengan pemeriksaan di
tempat usaha dan agunan calon nasabah diselesaikan, selanjutnya mantri segera
menentukan pengisian lembar usulan, yaitu lembar yang terdapat pada bagian
akhir model 70a, 70b/75, yang menyangkut tipe dan struktur kredit, meliputi besar
kredit yang diusulkan, Jangka waktu dan pola angsuran serta bentuk kredit dan
suku bunga.

3.2.4 Rekomendasi Pemberian Kredit;
Rekomendasi kredit dibuat oleh pejabat perekomendasi kredit (mantri,

kepala unit, pemimpin sub area) berdasarkan hasil analisa/evaluasi yang dibuat
oleh pemrakarsa/penganalisa kredit (mantri, mantri dan kepala unit), selanjutnya
diserahkan pada;
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1) deskman, bila pejabat perekomendasinya mantri dan kepala unit, selanjutnya
diserahkan pada kepala unit/pemimpin sub area atau kepala cabang (kantor
cabang tanpa pimpinan sub area),

2) petugas administrasi unit, bila pejabat perekomendasinya pemimpin sub area
untuk dicatat pada register tersendiri dan disampaikan pada pimpinan cabang
untuk mendapat putusan.

3.2.5 Pemberian Putusan Kredit;

Proses putusan kredit dilakukan oleh pejabat pemutus kredit (kepala unit,
pemimpin sub area dan kepala cabang) yang mempunyai kewenangan, putusan
dituangkan pada model 70, sebelum pemberian putusan, pejabat pemutus kredit
wajib meneliti dan memastikan bahwa dokumen-dokumen yang mendukung
pemberian kredit masih berlaky lengkap, sah dan berkekuatan hukum. Untuk
putusan kepala unit sejak dari pendaftaran sampai putusan dan pemberitahuan
putusan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari baik ditolak maupun disetujui, sedangkan
putusan dari pejabat di kantor cabang paling lama 14 (empat belas) hari.

3.2.6 Perjanjian dan Pencairan Kredit;

1) persiapan pencairan;
memberitahukan pada calon nasabah bahwa permohonan kreditnya telah
mendapat persetujuan dan kepastian tanggal pencairan, menyiapkan Surat
Pengakuan Hutang (SPH), mempersiapkan berkas-berkas dalam rangka
pembebanan hak tanggungan Surat Kuasa Memasang Hipotik (SKMHT),
membuat surat pengikatan agunan, mengisi kuitansi pembayaran (model UM-
01/UD-01.A) dan mengisi data-data ke kartu rekening (model UD-06).

2) penandatanganan perjanjian pencairan;
berkas/kelengkapan pencairan terdiri dari Surat Pengakuan Hutang (SPH) surat
pengikatan agunan dan kuitansi pembayaran, sebelumnya perlu dipastikan
bahwa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pencairan kredit telah
disetujui dengan membubuhkan cap jempol/tanda tangan, khususnya dokumen
yang menyangkut agunan baik milik debitur sendiri maupun milik orang lain.
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3) fiat bayar oleh kepala unit;
kepala unit menerima kuitansi dan berkas kredit dari deskman, memeriksa
kelengkapan dan kebenaran pengisian berkas untuk dicocokkan dengan syarat-
Syarat yang disebutkan dalam putusan kredit serta mencocokkan cap
jempol/tanda tangan pada Surat Pengakuan Hutang (SPH), surat pengikatan
agunan dan kuitansi pembayaran.

4) pembayaran pencairan kredit;
dilakukan oleh teller berdasarkan kuitansi yang diterima dari kepala unit
dengan terlebih dahulu meneliti keabsahan kuitansi tersebut.

5) penyelesaian administrasi pencairan;

6) penyimpanan berkas kredit. (Lihat Lampiran VIII). -

Menurut Tje’ Aman ( 1992:16), dengan diketahuinya prosedur pemberian
kredit/memperoleh kredit, berarti secara tidak langsung dapat pula diketahui hal-
hal apa saja yang harus dipersiapkan oleh calon nasabah sebelum/dalam
mengajukan permohonan kreditnya ke bank pelaksana terdekat.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa bagi
pengusaha kecil di pedesaan yang ingin mendapatkan kredit harus datang sendiri
ke kantor P.T. BRI (Persero) Unit setiap jam kerja atau pada Pos Pelayanan Desa
(PPD) atau pada POS Khusus (PK) pada jadwal kerja yang telah ditentukan.
Kemudian nasabah debitur ini akan dilayani oleh petugas P.T. BRI Unit disebut
Desakman yang akan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas calon
nasabah dan menyiapkan berkas kredit dalam satu map kemudian berkas
diserahkan pada mantri agar dapat melakukan pemeriksaan di lapangan.

Setelah mandapat persetujuan dari mantri, maka berkas diserahkan pada
kepala unit untuk diproses dan untuk mendapat persetujuan. Jika kepala unit
sudah memberikan persetujuan maka dapat dilakukan perjanjian dan pencairan
kredit, sehingga nasabah debitur dapat menerima kredit yang diperlukan untuk

usahanya.
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3.3 Cara Penyelesaian Jika Debitur Tidak Dapat Mengembalikan Pinjaman
Pada Saat Jangka Waktu Pengembalian Pinjaman Telah Jatuh Tempo.

Dalam perjanjian pemberian kredit, bank sangat mengharapkan agar
perjanjian  pemberian  kredit  dapat berjalan  seperti yang telah
diperjanjikan/disepakati bersama antara bank dengan nasabah debitur. Hal ini agar
tidak terjadi kredit macet dan debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya,
sehingga bank dapat memelihara tingkat kesehatannya sesuai dengan ketentuan
kecukupan modal, kualitas aset, dan sebagainya.

Dalam praktek, wanprestasi dalam perjanjian kredit bank dapat terjadi
antara lain :

1. debitur sama sekali tidak dapat membayar angsuran kredit beserta

bunganya;

2. debitur membayar sebagian angsuran kredit beserta bunganya,

3. debitur membayar lunas kredit beserta bunganya setelah jangka waktu

yang diperjanjikan berakhir. (Supramono, 1997:132).

Apabila debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya pada waktu yang
diperjanjikan, apalagi kalau kredit itu sampai macet, maka bank akan melakukan
tindakan-tindakan penyelesaian sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
Kredit yang macet dapat membawa kerugian pada bank karena arus perputaran
uang menjadi tidak lancar.

Menurut Iriyanto (Kepala Unit P.T BRI (Persero) Unit Bangil), upaya yang
dilakukan oleh P.T. BRI (Persero) Unit Bangil dalam mengatasi kredit macet yang
terjadi, dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penyelesaian secara intern (upaya
damai) dan penyelesaian secara ekstern (upaya hukum). Penyelesaian kredit macet
melalui upaya damai hanya dapat dilakukan bila -

1. debitur menunjukkan itikad yang positif untuk bekerja sama (kooperatif)

terhadap upaya penyelamatan yang akan dijalankan;

2. adanya kemampuan dan prospek usaha debitur untuk pulih kembali;

3. posisi bank menjadi lebih baik.

Dengan menyelesaikan kredit macet secara damai atau negosiasi ini

diharapkan bank dapat memperoleh keuntungan. Upaya P.T. BRI (Persero) Unit
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Bangil dalam menyelesaikan kredit macet secara damai ini dilakukan dengan
memakai 3R, yaitu :

1. Rescheduling (penjadwalan kembali), yaitu perubahan syarat-syarat
kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu
termasuk masa tenggang, termasuk apabila terjadi perubahan besarnya
angsuran;

2. Restructuring (penataan kembali), yaitu perubahan syarat-syarat kredit
yang menyangkut penambahan dana bank, dan atau konversi seluruh atau
sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan;

3. Reconditioning (persyaratan kembali), yaitu perubghan sebagian atau
seluruhnya syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan
Jjadwal pembayaran, jangka waktu dan atau persyaratan lainnya
sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit.

P.T. BRI (Persero) Unit Bangil berusaha membantu debitur yang
mempunyai itikad baik pada saat debitur mengalami kesulitan dalam usahanya
yang menyebabkan berkurangnya atau melemahnya kemampuan untuk
mengembalikan pinjamannya pada bank. Dengan demikian bank memberikan
kesempatan kepada debitur agar dapat berusaha lagi.

Pada sisi lain penyelesaian kredit macet dengan cara damai atau negosiasi
ini tidak selalu berakhir dengan rescheduling (penjadwalan kembali), restructuring
(penataan kembali) ataupun reconditioning (persyaratan kembali) tersebut,
melainkan dapat terjadi dengan pelaksanaan penjualan agunan/jaminan kredit
yang dilakukan secara bersama-sama atau bank sendiri tanpa adanya perselisihan
dan hal ini dapat terjadi utamanya apabila debitur bersangkutan mempunyai itikad
yang baik dan masih dapat bekerja sama. (Rahman, 1995:130). Dengan demikian
upaya penyelesaian kredit macet tidak selalu berakhir dengan 3R, tetapi pihak
bank akan memberikan keringanan bunga (denda) terhadap pelunasan kreditnya
atau menjual agunan di bawah tangan secara transparan kepada pihak debitur.

P.T. BRI (Persero) Unit Bangil juga menempuh upaya penyelesaian kredit
macet secara damai, berupa tindakan-tindakan antara lain °
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1. penjualan sebagian dan atau seluruh harta kekayaan debitur atau barang
agunan;

2. penebusan sebagian dan atau seluruh barang agunan oleh debitur atau
pemilik barang agunan;

3. pelunasan dengan atau tanpa keringanan bunga atau koreksi bunga atau
pembebasan hutang  sebagian (dengan persetujuan Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS)).

Dalam menetapkan tindakan tersebut, harus mempertimbangkan perilaku yang
kooperatif dari debitur dan tingkat kerugian P.T. BRI (Persero) jika sisa kewajiban
debitur terpaksa dihapusbukukan. Dengan demikian pada akhir jangka waktu yang
telah ditetapkan, portofolio kredit telah bebas dari kredit bermasalah tersebut.

Kredit dapat diserahkan penagihannya melalui penyelesaian secara ekstern

(upaya hukum) dengan mempertimbangkan aspek-aspek antara lain :

1. nasabah mempunyai itikad tidak baik (nasabah nakal);

2. untuk pembayaran kembali pinjamannya diperlukan pencairan atau
pelelangan barang agunan yang harus melalui saluran hukum:

3. jumlah pinjaman yang dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan
Lelang Negara (BUPLN) disesuaikan dengan batas minimal yang telah
ditetapkan;

4. ada harapan untuk dibayar kembali bila dilewatkan saluran hukum.

Apabila upaya penyelesaian kredit macet melalui upaya damai ternyata

tidak membawa hasil maka dengan memperhatikan aspek-aspek di atas, P.T. BRI
(Persero) Unit Bangil akan menempuh penyelesaian secara ekstern (upaya
hukum). Menurut Iriyanto (Kepala Unit P.T. BRI (Persero) Unit Bangil), sebelum
dilakukan upaya hukum, pihak bank akan memberikan Surat Peringatan kepada
debitur, hal ini bila terdapat gejala atau tanda-tanda nasabah debitur mempunyai
itikad tidak baik (nakal) terhadap kredit yang diterimanya atau sudah tidak mampu
lagi mengangsur pinjamannya. Prosedurnya adalah sebagai berikut :

1. kepala unit membuat Surat Peringatan 1 agar nasabah debitur segera
melunasi sisa kreditnya dalam batas waktu 1 (satu) bulan takwim;
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2. bila dalam batas waktu 1 (satu) bulan takwim belum Juga dilunasi, maka
kepala unit membuat Surat Peringatan II dengan diberi batas waktu 2
(dua) minggu kalender untuk menyelesaikan kreditnya;

3. bila dalam batas waktu 2 (dua) minggu kalender belum juga lunas, maka
kepala unit membuat Surat Peringatan III dengan batas waktu 1 (satu)
minggu kalender. (Lihat Lampiran XI).

Meskipun sudah dilakukan upaya-upaya tersebut di atas tetap tidak
membawa hasil, maka P.T. BRI (Persero) Unit Bangil akan melakukan
penyelesaian kredit macet secara ckstern (upaya hukum), yaitu penyelesaian
kredit macet diserahkan pada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN)
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Namun menurut Iriyanto (Kepala Unit P.T. BRI (Persero) Unit Bangil)
urutan penyelesaian kredit macet yang telah jatuh tempo dapat digolongkan
sebagai berikut :

1. tunggakan merah; apabila setelah pinjaman jatuh tempo debitur belum
atau tidak melaksanakan kewajibannya maka sudah digolongkan dalam
tunggakan merah.

2. ragu-ragu (IIN1); batas waktu dari kredit yang tergolong tunggakan
merah sampai ragu-ragu (IIN1) ini adalah 3 (tiga) bulan.

3. macet (IIN3); batas waktu kredit dari kredit yang tergolong ragu-ragu
(IIN1) sampai digolongkan macet (IIN3) ini adalah 3 (tiga) bulan.

4. daftar hitam I, batas waktu dari kredit yang tergolong macet (IIN3)
sampai digolongkan dalam daftar hitam 1 ini adalah 6 (enam) bulan.

5. BUPLN/KP3N; bila dalam batas waktu 6 (enam) bulan itu debitur belum
atau tidak juga mempunyai itikad baik untuk melaksanakan
kewajibannya, maka penyelesaian kredit macet tersebut oleh P.T. BRI
(Persero) Unit Bangil akan diserahkan pada Badan Urusan Piutang dan
Lelang Negara (BUPLN)/Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara
(KP3N) di Jember.

Aspek-aspek yang harus diperhatikan oleh bank sebelum penyelesaian

diserahkan ke Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN)/Kantor
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Pelayanan Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP3N) bila dalam jangka
waktu | (satu) tahun setelah tanggal jatuh tempo pengembalian pinjaman, nasabah
debitur belum atau tidak melaksanakan kewajibanoya antara Inin -

L jumlah sisa kredit pokok dan bung .

onasnbahy debitoe dinyatahnn woanpn st

Eoagman yang dint bk e olel nasababe debitae yang bersanghotan diny alakan

cithup matenld

Pengan demithian 110 BRI (Pesiero) Uit Bangil dalam menyelesathan
kredit macet yang tidak dapat diselesaikan secara intern (upaya damai), maka
penagihan kredit macet P.T. BRI (Persero) Unit Bangil dilakukan penyelesaian
kredit macet secara ekstern (upaya hukum), vyaitu diserahkan penanganannya
kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN)/Kaator Pelayanan
Pengurusan Piutang Negara (KP3N) Jember sesuai dengan ketentuan Undang-
undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN),
yang kemudian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku melakukan
pelelangan barang jaminan milik debitur yang tidak dapat melaksanakan

kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan.
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IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan .

Berdasarkan pembahasan sesuai dengan permasalahan yang penulis sajikan,
maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa tujuan pemberian kredit bagi pengusaha kecil di pedesaan pada
dasarnya adalah untuk menciptakan pemerataan kesempatan berusaha,
membantu pengusaha kecil mengembangkan usahanya untuk mencapai
kemajuan, meningkatkan kesejahteraan pengusaha kecil di pedesaan serta
meningkatkan kegairahan berusaha pada pengusaha kecil di pedesaan.

2. Bahwa prosedur yang ditetapkan oleh P.T. BRI (persero) Unit Bangil dalam
memberikan kredit bagi pengusaha kecil di pedesaan pada dasarnya sudah
ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi P.T BRI (Persero) Nokep S.21-
DIR/KKP/6/1997 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit P.T. Bank Rakyat
Indonesia (PPK-BRI) SBU Unit Retail Banking (SBU-URB). Pengusaha kecil
yang ingin mendapatkan kredit harus datang sendiri ke kantor P.T. BRI Unit
setiap jam kerja atau ke Pos Pelayanan Daesa (PPD) atau ke Pos Khusus (PK)
pada jadwal kerja yang telah ditentukan. Petugas P.T. BRI Unit yang melayani
adalah deskman yang akan memeriksa kelengkapan berkas calon nasabah dan
menyiapkan berkas kredit dalam satu map, kemudian berkas kredit diajukan
pada mantri yang akan melakukan pemeriksaan ke lapanngan. Bila mantri
setyju maka berkas kredit diserahkan pada kepala unit untuk mendapatkan
persetujuan. Jika tidak ada masalah maka dapat dilakukan perjanjian dan
pencairan kredit, sehingga nasabah debitur dapat memperoleh kredit yang
diinginkan untuk mengembangkan usahanya.

3. Bahwa cara penyelesaiannya jika debitur tidak dapat mengembalikan pinjaman
pada saat jangka waktu pengembalian pinjaman telah Jatuh tempo oleh P.T.
BRI (Persero) Unit Bangil adalah dengan melakukan upaya penyelamatan
secara intern (upaya damai), yaitu dengan melakukan pendekatan secara
kekeluargaan kepada pihak debitur agar dapat mencapai kesepakatan mengenai
pelaksanaan kewajiban debitur kepada kreditur, dan penyelesaian secara

46
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ekstern (upaya hukum), yaitu apabila penyelamatan secara intern (upaya
damai) tidak membawa hasil maka P.T. BRI (Persero) Unit Bangil akan
menyelesaikan dengan cara ekstern (upaya hukum) dengan menyerahkan
penagihan kredit macet pada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara
(BUPLN)/Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) di Jember.

4.2 Saran

Berdasarkan pembahasan sesuai dengan permasalahan yang penulis sajikan,

maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1,

o]

Hendaknya peraturan-peraturan mengenai perjanjian pemberian kredit oleh
bank tidak hanya menguntungkan pihak bank saja selaku kreditur tapi juga
harus memperhatikan kepentingan pihak nasabah debitur selaku peminjam
kredit sehingga masing-masing pihak dapat melaksanakan hak dan
kewajibannya sesuai denagn peraturan-peraturan yang telah ditetapkan baik

oleh pemerintah maupun pihak swasta.

. Hendaknya prosedur pemberian kredit bagi pengusaha kecil di pedesaan yang

ditetapkan pada Surat Keputusan Direksi P.T. BRI (Persero) Nokep S.21-
DIR/KKP/6/1997 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit P.T. Bank Rakyat
Indonesia (PPK-BRI) SBU Unit Retail Banking (SBU-URB) dapat
dilaksanakan dengan baik sehingga tidak akan terjadi hal-hal diluar ketentuan
yang telah ditetapkan sebagai pedoman bersama.

Hendaknya bagi debitur yang belum atau tidak dapat melaksanakan
kewajibannya, yaitu belum atau tidak melunasi kredit atau hutangnya tidak
mencari-cari alasan dalam mempertahankan barang jaminannya atau malah
berpindah tempat tinggal yang tidak diketahui oleh pihak kreditur (bank),
karena hal tersebut dapat memperlambat proses penyelesaian kredit atau
hutangnya kepada pihak kreditur (bank).
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Lampiran I

S5 DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
(& & B . UNIVERSITAS JEMBER

W S FAKULTAS HUKUM

: \\..‘-"5:;.“; N4 I Kalimaman 37 Kampus T czalboto Fotak Pos 9 Jember 6817 __
RS B (0331) 335462 - 330482 Fax. 330482
= U e T —— e T A
Nomor ‘2980 /J.20.1.1/PP.9/200 4 ' Jember, 28 September 200:
LLamp i :
Perihal * Permuhonan fjin Survey/Research
)

Yth, Wetug Lembaga Penelidan
Universiras Jember

D S i
i JEINILE]

LDekan Fakulras Hulzuim Universitas Jember, menghadapkan dengan
hormat kepada Saudara, mahasiswy |

Nama . Ita Wahyuning Lestari

NIAL w97 ~ 285

Pregram © ST I'mu Hukum

Alamat : Jls Sumatra Nos124 Jeumbey

Keperiuan " Untuk dapatnva ljin Survev/Research yang akan dij-
Pergunakan melengkapi bahan penyusunan skripsi.

Judul : " Perjanjian pemberian kvedit bagi

ha keeil di pedesaan pada PT'¢ ERI( PERSIRO)
Unit Gondang Legl," ,

Demikian aras bantuan dan kerjasama vang batk, kami sampaikan banyak
terima lasih.

SOEWONDHO, S.l1l., M.S.
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Lampiran II

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAT,
UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN

Alamat : JI. Kalimantan No. 37, Telepon (0331) 337818, JEMB3INR 68121
E-mail : lemlit une] @ jember.telkom.net.id

Nomor
Lampiran
Perihal

Kepada

: 1260 1J25.3 1/PL..5/2001 16 Oktober 2001

: Permohonan ijin melaksanakan

Survey/Research

: Yth. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bargsa

Pemerintah Kabupaten Pasuruan
di -
PASURUAN,

Menunjuk surat pengantar dari Fakultas Hukum Universitas Jember
No. 2980/J25.1.1/PP.9/2001 ianggal 28 September 2001, perihal ijin Survey/
Research mahasiswa -

Nama/NIM . ITA WAHYUNING LESTARI/ $7-185
FaKultas S Hukum / limu Hukuim
Alamat . JI. Kepiting 42 Bangif.

Judul Penelitian : Perjarijian Pemberian Kredit Bagi Pengusaha Kecil
Di Pedesaan Pada PT. BRI (Persero) Unit Gondang-
Legi Pasuruan.

Lokasi : Pasuruan.

Lama Penelitian : 2 (dua) bulan

maka kami mohon dengan hormat bantuan sera perkenan saudara untuk
memberikan ijin kepada mahasiswa bersangkutan dalam melaksanakan
kegiatan ijin Survey / Research sesuaj dengan judul di ates.

Demikian atas kerjasama dan bantuan saudara disampaikan terima kasih.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Sdr. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Jember
2. Mahasiswa ybs.
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Lamptran III

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER

LEMBAGA PENELITIAN

Alamat : J1, Kalimantan No. 37, Telepon (0331) 337818, JEMBER 68121
E-mail : lemlit unej @ jember.telkom.net.id

e

Nomor 126/ 1925.3.1/PL.5/2001 ~ 16 Oktober 2001
Lampiran -
Perihal : Permohonan jjin melaksanakan
Survey/Research
Kepada . Yth. Sar. Pemimpin
PT. BRI (Persero) Cabang Pasuruan
df -

PASURUAN,

Menunjuk surat Pengantar dari Fakuitas Hukum  Universitas Jember
No. 2980/J25.1.1/PP.9/2001 Tanggal 28 Seplember 2001, perihal ijin Survey/
Research mahasiswa :

Nama/NIn S ATA WAILIYUNING LESTARI/ 97-185

Fakultas S Hukum 7 limu Hulkum

Alamat Sl Kepiting 42 Bangil.

Judul Penclitian - Perjanjion Pemberian Kredit Bagi Pengusaha Kecil

Di Pedesaan Pada pr. BRI {Persero) Linit Gondang-
Logi Pasuruan,

Lokasi S Pasuruan,

Lama Perelitian - 2 (dua) bulan

maka kami mohon dengan heormat bantuan serta Perkenar saudara untuk
memberikan ijin kepada mahasiswa bersangkutan dezlam melaksanakan
Kegiatan ijin Survey / Research sesuai dengan judul di atas.

Demikian atas kerjasama dan bantuan 32uliara disarnpaikan terima asih,

| B e rrery 18
Lt ;"ﬁ_ﬁ'f.,zg;ﬁ?\!‘ ua,
Pt LT %
] -,\_‘.,‘/{j‘; ,.!{_'S“-E-y;:x‘
@%'69 ?W '
o0\ sndt) of 4
e} A R L ———
1 R Fr L
i fg.,Di‘?f:?ﬁ. ,'ﬁf.:sd{:mo, MSc.
S NIRSTET F31 022
"-;‘:-.—‘;-:__/(

\\\\\

Tembusan Kepada Yth, -

1. Sdr. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Jember

2. Mahasiswa ybs.

3 Arcin
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Lampiran IV

PEMERINTAH KABUPAT ‘EN PASURUAN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

L. Panglima Sudirnan No. 54 Telephone (0343) 424162 Fuximile (0343) 426727
PASURUAN

SURAT - KETERANGAN
UNTUK MELAKUKAN SURVEY / RESEARCH

No. 072/ 9’7-* /431.092/SUR/RES/2001‘

mbaca Surat dari Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember, 16 Oktober 2001
Nomor 1260/J25.3.1/PL.5/2001
igingat : 1.

Instruksi Menteri Dalam Neger No. 3 Tzhun 1972
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat | J

awa Timur tanggal 17 juli 1372 dengar ini menyatakan tidak
kaberatan dilakukaln Survey / Resgarch.

a Penanggung Jawab ITAWAHYUNING LESTARI/ 97 - 185

MHS FAK HUKUM UNIV, JEMBER

JL, KALIMANTAN NO, 37 JEMBER

* PERJANJIAN PEMBELIAN KREDIT BAGI PENGUSAHA KEGIL DI PEDESAAN
PADA PT. BRI ( Persero ) UNiT GCHNDANG LEGI PASURUAN *,

ah tempat dilakukan

2y / research . PT.BRICABANG

G PASURUAN
nya Survey / Relearch 2 (DUA) BULAN THT MULAI TGL SURAT DIKELUARKAN

kut Peserta survey / research ;| =T=smsa=c s

at
ma acara Survey / research

DENGAN KETENTUAN - KETENTUAN SEBAGA! BERIKUT

alam jangka waktu 1 x 24 jam setelah tiba diternpat vang dituju diwajibkan melapor kedatangan kepada Camat Kepala
filayah Kecamatan.

entaati ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam daerah hukum setempat,

enjaga tata tertib keamanan dan kesopanan dan kesusilaan serta menghindari pemyataan-pernyataan balk dengan lisan

aupun tulisan-tulisan yang dapat menyinggung perasasn atay menghina agama dan negara dar suatu golongan
nduduk.

dak dikenakan menjalankan kegiatan-kegiatan diluar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sebagai tersebut diatas,
telah berakhimya dilakukan Survey Research diwajickan terlebin dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintahan
témpat mengenai selesainya pelaksanaan Survey Research,
3lam Jangka waktu satu bulan setelah
n hasilnya kepada :
Kantor Kesbang Kabupaten Pasuruan.
Kantor Kecamatan yang dilakukan Survey.

terangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak beraku apabila temyata bahwa pemegang Surat Kelerangan ini tidak
menuhi ketentuan-ketentuan sebagai tersebut diatas.

selesainya Survey / research iwajibkan memberikan laporan tentang pelaksanaan

\
IO AN ¢ i ey, .
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Lampiran v

=P ALVAY INDOWESIA {(PERSERD)
1smo PJ.‘?UHUA'\J

l2wan 24 T remoipus 8 iKode P0s 67126 Pasuruan
lp. : (0343) 413287 413230
- Fax, 1125344 Telox - 31684

= _-_-;.—.-.-—.u-\‘.-'-“...,--._., T A 4 et
—_ ————— e

HNEH R, 79* a7 1 R [l I 0 1 1" VEBLLUICUR AT Okt W 2000 .
L =
wiahal on Thidn e L el b an Kepada =
BUurvey /£ oo el Sde . Tha Wehw g .66t
e e ot o e Kepid timg 48
i -

R gy, 2I./'|-°:'I ‘:/4'()()1 'l'..':u'n"]ék'l. L& 1 O “(J()L

i I ¢ £ u() 4

.. " c"')'.u

Merwar e ST Lerrsebut di atas perihal didin we tuk
el @lssar aloan s = S T o I N A W T wodlenaan  dnd o By v b b ke
ke pace Sandara Lxen P B dapat WG, Foan addn kpa St aura
wrtuds mid abaakan sy FMey oln BT Lyt Garmail dgn. cata tan ahly.,

i I'l\---r; vy Fags besry Toan Mg tarlah Wi teta plan  oleh  Badon
Kesa toan Bangsa o Y IO ndungan  Masyvarakat S Ay ac o e
Sracl Femala Kalbopa ten Fasmuraan  tal ., i abads.,

Selelah swel BERAL RPN e B i e e ags Laporan Terctulis
Eepada BRI Pasuruwan disertai  hasil o wIrvey  yang  telal
ol A AT sk Al

G Kdan dnd kberdaku B0 omagal 29 Db e 2001 . tertulis
(]

Dernd i an . oncbw b= e @l e el L,

vy BANK Rakyar TNDOMES L ¢
KANTOR  CaBaNG FeSURLIAN

'-—-_:—EA-A—/’
ADMY l<lJ 3|\ .“ll\li)r‘.la
e Prailmoea

lamar o

Bdirn Kawri b G Bamgdld .
FaI L
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Lampiran VI

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)
AREA MIKRO PASURUAN

Jalan Pahlawan 24 Tromolpos 8 Kodepos 67126 Pasuruan
Telp.: (0343) 413237, 413238
Fax. . 425344 Telex: 31684

SURAT WETERANGAN

Pimpinan PT. Bank Rakvat Indonesis (Persero ) Kantor Cabang Pasuruvan,
Unit Bangil dengan ini menerangian baleyva

Namu : dfa Wahyuniug f.cst‘.i:‘ri‘ ‘
3‘313’1 : 97 - 1¥3

Upiversitas v Uaiversilas Jember
Program Studi ¢ dimu ffukwn

Judul Laporan Swvey : Perjunjiun Pemberian Kredit Bagi Pengusaka Kecil
DiPedesaan Pada PT. BRI Unit Bangil.

Telah menjalankan suevey / riset i PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero )
Kantor Cabanz Pasuruan, Unit Bangil mulai tanggal: 12 Novembers/d 23
November 2001,

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergnnakan seperiunya.

Yasuruan, 28 Desember 2001

"1 Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Kantor Cabang Pasy
Uni{ Bangil

/’/
IRIANTO
Kaunit,
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PT. BANK RAKYAT INDONESIA ( PERSERO )
KANTOR PUSAT
Jalan Jenderal Sudimman Ne. 44 . 46 Tromol Pos 1094/1000 Jakara 10210
Telepon : 2510244, 2510254, 2510269, 2510264, 2510279
Facsimilg : 2500077, Kawal @ KANPUSBRI
Telux . 65093, €5301, 65456, 65455, 65461
r SURAT KEPUTUSA N
NOKF,P\: S. 34 -DIRIADK/11/95
Tentang
KEBIJAKSANAAN UNMUM I-’I'Z'RKREI)I'I‘AN
PT. BANK RAK YAT INDONESIA (I’ERSERO)
| (KUP - BRI)
& ¢
DIRERSI PT. BANK RAKY AT INDONESIA (PERSERQ)
MENIMBANG Lo Bahwa 1P Bank Rakyat Indonesia (Persero) dalam
melakukan  kegiatan usahanya, terutama dengan

MENGINGAT

~f 00&%

besarbersama rakyat
1895-1995

M rat Keputusan K1/p

Lampiran VIT

menggunakan  dana - masyarakat yang dipercayakan
memelihara

Kepadanya,  wajib melindungi — dan
kepentingan dan kepercayaan masyaralkat;

2. Bahwa pemberian kredi merupakan kegiatan utama
PT.  Bank Rakyat  Indonesia (Persero)
mengandung  resiko yang  dapat berpengaruh
Kesehatan  dan kelangsungan  usaha, mika
pelaksanaannya harus berdasarkan asas-asas perkreditan

yang sehar:

3. Bahwa agar pemberian kredit dapat dilaksan

kebijaksanaan perkreditan yang tertulis:

4, Bahwa schubungan dengan i, PT. Bank
Indonesia — (Persero) memandang  perly

menetapkan  suatu kebijaksanaan umum

Bank Rakyat Indonesia (Persero).

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 T

1992 wentang Perbankan;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21
tanggal 29 April 1992 (entang  Penyesuaian Benwuk
Hukum Bank Rakyat [ndonesia menjadi Perusahaan

Perseroan (Persero):

akan secara
konsisten dan didasarkan pada  prinsip  kehati-hatian

dalam perkreditan, maka diperlukan sualu

Rakyat
untuk
perkreditan
yang merupakan acuan bagi unit-unit kredit di PT.

yany
pada
dalam

ahun

N
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3. Akt pendirian PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Nomor 133 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat dihadapan
Muhani Salim Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.

4. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor
27162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang
Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijaksanaan
Perkreditan Bank Bagi Bank Umum,

MEMPERHATIKAN : Surar Persetujuan  Dewan  Komisaris PT. Bank Rakyal
Indonesia (Persero), atas Kebijaksanaan Umum Perkreditan
PT. BRI (Persero), Nomor 89-DK/BRI/95, langgal 16
November 1995,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN i o Kebijaksanaan Umum Perkreditan (KUP) PT. Bank
Rakyat Indonesia (Persero)  sebagai kebijaksanaan
perkreditan yang berlaky dj PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero);

1~

Kebijaksanaan Umum Perkreditan (KUP) PT. Bank
Rakyat  Indonesia (Persero)  sebagai  acuan dalam
penyusunan pedoman pelaksanaan perkreditan di PT,
Bank Rakyar Indonesia (Persero).

3. Kebijaksanaan Umum Perkreditan PT. BR] (Persero)
ini berlaku clekrif terhitung mulai tanggal 1 Januari
' 1996,

Dengan berlakunya secara efektil KUP BRI ini maka kebijaksanaan perkreditan
sebelumnya yang bertentangan dengan KUP BR] dinyatakan tidak ber.aky lagi, dengan
cataan apabila dikemudian har ternyata  te*dagat  kekeliruan akan diadakan
ralat/pembetulan seperlunya.

: Ditetapkandi : Jakart a
Pada tanggal : 27 Nopember 1995 /

/BANK RAKYAT INDONESI A/
LDIREKST i’

P

“ HL)-).’/{J [ /4""‘2”"-&”@“—?—-—1—4%— '''''

DIOKOSANTOSO MOELJONO SOETANTO HADINOTO
DIREKTUR UTAMA CIREKTUR

Letmhar 2 dari 2 halanman Surat Kepatusan KL

lile SK-K UPLDisk-Prckup KUibogsse | ys


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Lampiran VII

,"/."51-2—(,’,'Z__, ,i'b'/dg(?—/(“

PT. BANK RAKYAT INDONESIA ( PERSERO )

KANTOR PUSAT

Jalan Jonderal Sudirman No, 44 - 46 Tromol Pos 1094/1000 Jakarta 10210

S

Telopon : 2510244, 2510254, 2510269, 2510264, 2510279
Facsimile : 2500077, Kawal : KANPUSBRI
Telax : 65283, 65301, 65456, 65459, 65461

URAT KEPUTUSAN

NOKEP S. 21  -DIR/KKP/ 6/97

Tentang

PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PPK-BRI)
SBU UNIT RETAIL BANKING (SBU-URB)

DIREKSI PT BANK RAKYA'T INDONESIA (PERSERO)

MENIMBANG

00z4
=3sy

besar bersama rakyat
1895-1995

!

oI

Bahwa PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) dalam melakukan
kegiatan usahanya, terutama dengan menggunakan dana
masyarakat yang dipercayakan kepadanya, wajib melindungi dan
memelihara kepentingan dan kepercayaan masyarakat,

Bahwa pemberian kredit merupakan kegiatan utama PT Bank
Rakyat Indonesia (Persero) yang mengandung resiko dan dapat
berpengaruh pada keschatan dan kelangsungan usaha, maka
dalam pelaksanaannya harus berdasarkan asas-asar perkreditan
yang sehat,

Bahwa agar pemberian kredit dapat dilaksanakan secara
konsisten dan didasarkan pada prinsip kehati-hatian dalam
perkreditan, maka diperlukan suatu kebijaksanaan perkreditan
tertulis,

Bahwa  schubungan  dengan  telals diberlakukannya
Kebijaksanaan Umum  Perkreditan (KUP-BRI) maka perlu
dibuat ditetapkan suatu Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK-
BRI) bagi unit-unit kerja bidang kredit, yang nantinya
merupakan acuan dan pedoman dalam pelayanan kredit di PT
Bank Rakyat Indonesia (Persero),

Model
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4

MENGINGAT

MEMPERHATIKAN

MENETAPKAN

o

.

Undang - Undang RI No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan,

Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 tanggal 29 April 1992
tentang Penycesuaian Bentuk Hukum Bank Rakyat Indonesia
menjadi Bentuk  Hukum  Bank Rakyat Indonesia menjadi
Perusahaan Perseroan (Perserq).

Akta pendirian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Nomor
133 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat dihadapan Muhani Salim
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,
Fa i

Surat  Keputusan  Direksi Bank Indonesia ~ Nomor
27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban
Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijaksanaan Perkreditan Bagi
Bank Umum.

Surat Keputusan Dircksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Nokep $.34-DIR/ADK/11/1995 tanggal 27 Nopember 1995
tentang Kebijaksunaan Umum Perkreditan PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero) (KUP-BRI).

Sural Perselujuan Dewan Komisatis PT Bank Rakyat Indonesia
(Perscro), atas Kebijaksanaan Umum  Perkreditan PT BRI
(Persero), Nomor 89-DK/BRI/95 tanggal 16 Nopember 1995,

MEMUTUSKAN

Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) SBU Unit Retail Banking (PPK-SBU URB) sebagai
pedoman dan prosedur pelayanan kredit yang berlaku di PT
Bank Rakyal Indonesia (Persero)

Pedoman Pelaksunaan Kredit (PPK-BRI) SBU URB in; berlaku
cltklll'lcrhilun;; mulal tanggal | Juni 1997,
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Dit\clapkan di : Jakarta
Pada tanggal - 9 Juni 1997

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERQ) &
DIREKST |

_% ’ij_,.

DJOKOSANTOSO MOEL.}ON_Q SUGIANTO
DIREKTUR UTAMA DIREKTUR

Kepada :

. Pemimpin Wilayah
2 Pemimpin Cabang Khusus
33 Pemimpin Cabang

PT BANK RAKYATiINDONESlA (PERSEROQ)
DI-
SELURUH INDONESIA

Tindasan -
—~indasan :

1. Dewan Komisaris BR]
2. Direksi BRI

3. Ka - SKAI/Deputy I s/d 11T skaT BRI
4. Kabinwi' BRI

5. Kaur, Ka.- PPsA pRYT
6. Staf Khusus Direksi BR]
7
8
9
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P.T. BANK RAKYAT/INDONESIA {RERSERQ)

J.ua.mpiran 1A

MODEL 72 KUPEDES

e
UNIT DESA oo
KETERANGAN — KETERANGAN BERHUBUNGAN DENGAN
PERMINTAAN KREDIT UMUM PEDESAAN (KUPEDES) MELALUI UNIT DESA
BANK RAKYAT INDONESIA

KABUPATEN : ..., NOMOR SKPP Il e SR B
KECAMATAN : .o TANGGAL R
DBBA 4 i horreousil NOMOR PANGRMIE. ;1 ovormisisosmsorsenss

—

1. Nama lengkap ymp.
Tempat & Tanggal lahir (umur)

Tempat tinggal

2. Pekerjaan/Usaha ymp.
— Utama
— Sampingan

3. Nama lengkap isteri ymp.
Pekerjaan/usahanya

4. Riwayat pinjaman yrrip.
{pada BRI dan pihak ketiga)

5. Jenis usaha ymp yang akan dibiayai dengan
kredit

6. Besarnya kredit yang diminta ymp.

7. Jangka waktu pengembalian kredit vang
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8. Rencana penggunaan kredit yang diminta a. Untuk keperluan investasj :
ymp. Jumlah biaya investasi Rp. o,
Dibiayai ymp sendiri BDr v it
——vieee
Kebutuhan kredit ... | 1o TR e R
—_—

b. Untuk keperluan modal kerja (M. K.) :
Jumlah kebutuhan MK. Rp. .o,
M.K. ymp yang tersedia  Rp
Kebutuhan kredit ... Rp

9. Uraian singkat tentang alasan atau latur be
lakang permohonan kredit ymp.

10. Di samping jaminan utama berupa proyek
yang dibiayai dengan kredit ini, jaminan
tambahan apa yang dapat disediakan oleh
ymp.

Diajukan kepada Diisi dengan pertolongun saya :

Bank Rakyat Indonesia Unit Desa AV N ST S ey |
di "'““"‘“‘""""""""""'f"""'"‘"'“'"""""'""""" J a b a t S LIS S—
Ta.nggal T L S Tanda tangan Y AR Y
Contoh tanda tangan ymp. pada suat per-
mohonan kredit : i
Diperiksa tanggal A T R Y SRS
3 Nama T e o
L0 R - e e R o § 5 i -
Tanda tanq_an ..........................................
b
Isteri e
3
Contoh tanda tangan ymp. pada saat peme- Contoh tanda tangan ymp. pada saat realisasi
riksaan tanggal : ... krodit tanggal : ..o,
Suami B e e Suami e s e ssans s e
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Lampiran X

oy 4

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)

Lis ;
Model SH-03/KUPEDES

KANTOR CABANG
"UNIT -

Nomor Urut
Nomor SKPP
Nomor Pangkal

' Nomor Transaksi

’ . U ‘

SURAT PENGAKUAN HUTANG

tpasir ;o Untuk keperluan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) .sgbagz}i badan hukum yapg
verkedudukan di Jakarta berdasarkan akta pendiriannya ( Anggaran dusarnya ) yang dimuat dalam Akta
Nomor 133 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat dihadapan MUHANI SALIM Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,
dan telah divmuinkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 73 tanggal 11 September 1992
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3A tahun 1992, berikut perubahannya dengan Akta
Nomor 78 tanggal 19 September 1992 tentang Berita Acara Rapat dan Akta Pembetulan Nomor 6 tanggal |
Oktober 1992 dibuat oleh Notaris yang sama dan elah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
Nomor 84 tanggal 20 Oktoberi 1992 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 0104 tahun 1992.

Pada hari ini...........................................t;mggul ................................................. o T S R T T

Yang bertanda tangan dibawah ini ; 1)

r
e i R J

dengan ini menggabungkan diri masing - masing untuk menanggung hutang sejumlah dibawah ini atau segala
hutang yang akan timbul sehubungan dengan Pengakuan Hutang ini, sehingga dengan demikian baik bersama
sama maupun sendiri - sendiri atau salah seorang saja menanggung segala hutang (hoofdeljjk) 2) selanjutnya
,disebut YANG BERHUTANG, menyatakan mengaku berhutang kepada PT. BANK RAKYAT INDONESIA
(PERSEROQ) Unituu.veeevereereerroeoeososoo selanjutnya disebut BANK karena telah menerima uang sebagai
J _pinjaman Kupedes sejumlah Rp. .... (
HELE LT ; ; . pak
s st s sssssssssssossnesasseess TUDTAH) menurut syarat - syarat
dan ketentuan - ketentuan yang ditetapkan oleh BANK sebagaimana tersebut dibawah inj :

L =2

S o NS
RRoi) Selain nama harus pula disebutkan tempat tinggal dan pekerjaan dari peminjam . 1. 7 0” :

2). Hanya dipergunakan bila peminjam terdiri atas dua orang atau lebil,
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PENGGUNAAN PINJAMAN
Pasal 1
Pinjaman yang diterima oleh YANG BERHUTANG dari BANK dipergunakan untuk keperluan ..................

...........................................................................................................................................................................

PEMBAYARAN KEMBALI PINJAMAN DAN IPTW
Pasal 2

I. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayur kembali oleh YANG BERHUTANG kepada BANK
menurut angsuran yang sama besarnya atau sesuaj tabel angsuran pokok dan bunga yang berlaku untuk

Kupedes, dalam .......... kali angsuran (..o ) berturut-turut tiap kalj angsuran
sebesur Rp. ...oocvuvvvcivre, ettt sssessossssosssssissssssnansonsSopsmafiigssssssstsnsennsnmmns s rupiah),
i oL T I ——————— MBS o B eoessssorsisnsss *) din / atau
selambat-lumbatnya pada CAMBER] bt o oo bt rissibigsnrnsson S oo akan tetapi

tidak melewati akhir bulan angsurian, *#%),

2. Dalam angsuran pinjaman tersebut terkandung unsur Cadangan Insentip Pembayaran Tepat Wakty
(CIPTW), yang tidak berbunga dun yang sekaligus merupakan cadungan penalty apabila terjadi tunggakan,
adapun besarnya cadangan tersebut adalah sebesar 25% dari angsuran bunga yang dibayar oleh YANG
BERHUTANG,

3. Apabila pembayaran kembali pokok dan bunga pinjaman tersebut dilaksanakan tepat pada waktu yang
diperjanjikan atau apabiia dilaksanakan pembayaran sebelum waktunya yang meliputi satu atau beberapa
angsuran pokok dan bunga, maka Bunk wijib membayar insentip yang dananya diambil dari Cadangan
Insentip Pembayaran Tepat Waktu (CIPTW) sesuai ketentuan yang berlaku untuk Kredit Umum Pedesaan
(KUPEDES) bagi YANG BERHUTANG. Bilamana pembayaran diluksanakan (idak Tepat Waktu yang
diperjanjikan, baik untuk satu atay beberapa angsuran pokok dan bunganya, maka yang berhutang tidak
berhak atas Insentip, dun Cadangan Insentip Pembayarar, Tepat Wakty (CIPTW) diperhitungkan sebagai
penalty, .

Selanjutnya pembayaran Insentip kepada yang berhak dilakukan oleh Bank dengan cara pemindahbukuan dur
rekeniryg Cadangan Insentip Pembayaran ‘Tepat Wakuw (CIPTW) ke rekening simpanan ybs.

JAMINAN
Pasal 3
Guna menjamin supaya hutang pengambil kredit kepada Bank dibayar dengan semestinya, baik hutang yang

ditimbulkan karena pengakuan ini atau karena alasan-alasan lain, ataupun yang mungkin timbul pada suatu
ketika termasuk bunga, denda ongkos-ongkos dan biaya-biaya lainnya, maka i

a. Dengan akta oD R ———— 4 . yang dibuat di hadapan ..o
il PEAT 810 ity ... telah dipasang

*) bulanan, 3 bulanan, 4 bulanan dsb.
*¥) Caret jenis tanggungan yang tidak dipergunakan,
*¥%) Apabila batas toleransi angsuran tidak melampaui akhir bulan maka kalimat "akan tetapi tidak melewari
akhir bulan angsuran “dimatikan.
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b. Sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan (intergrerendeel) dari pengakuan hutang ini dan pengakuan
ini tidak akan terjadi jika bagian ini tidak diadakan, maka yang berhutang dengan ini menyerahkan jaminan
untuk dapat dibebani hak tanggungan guna kepentingan BRI berupa tanah sawah/darat beserta bangunan,
tanaman, dan hasil karya yang telah ada atau akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah
tersebut dan yang merupakan milik pemegang hak atas tanah dengan keterangan sebagai berikut :

SHM / SHGB / SHGU / Petok D / Girik / Letter C 7 vovvervroerovroo . NO. weveveeeesereenne
Atas Nama By TN S WL el '

Luas e LT m2.

Terletak di

« Desa/Kelurahan

+ Kecamatan

» Kabupaten / Kodya

« Propinsi
Dengan batas-batas
Utara
Timur
Selatan
Barat :
¢. Dengan akta tertanggal ................... yang dibuat dibawah tungan telah diikat secara fiduciaire cigendoms

overdracht barang-barang yung tersebut dalam akta itu untuk keperluan Bank.

d. Dengan ini YANG BERHUTANG mengzadaikan dan mengalihkan kepada BANK, penggadaian dun
pengalihan mana telah diterima oleh BANK segula barang-barang bergerak dan / atau surat berharga *)
sebagaimana yang diterangkan lebih lanjut dalam suralnya kepada Bank (Model PJ.04/UD) tertunggal

e. YANG BERHUTANG telah memberikan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali sesuai Surat Kuasa
EEItOnE Al . ovirivvinsiiacion (Model PJ-06:0/UD) kepada Bank untuk mengalihkan / mengover/ memindahkaun
hak kepada orang lain atas ijin pemakaian tempat berjualan (Kios/Toko/Los *) yang tersehut dulum akta
1tu untuk keperluan Bank.

f. Dengan itu YANG BERHUTANG menggadaikan dan mengalihkan kepada BANK, penggadaian dan
pengalihan mana telah diterima oleh BANK segula hak dari YANG BERHUTANG sebagai diterangkan
dalam Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Yang pertama NOMOT ..ovvvueieveeteniereieriesseciveeeessesssssensens
....................................................................... tanggal .......co.oovvveivirinninnnnn dan Surat Penetapan Pangkat
U sy T e J N, PSR - E——— A
Gadai ini menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari persetujuan ini dan persetujuan ini tidak akan
dibuat dengan tiada bagian itu. _

Karena penggadaian ini, BANK berhak untuk menerima uang gaji YANG BERHUTANG dari Kas
Negara/Jurubayar/Bendaharawan *) yang bersangkutan guna diperhitungkan dengan hutung YANG
BERHUTANG kepada BANK dengan hak pula untuk mencegah pihak luin termasuk YANG
BERHUTANG sendiri untuk menerima pembayaran uang tadi.

Untuk keperluan itu, disamping penyerahan Sural Keputusan Pengangkatan Pegawai yang Pertama, Surat
Penetapan Pangkat Terakhir tersebut diatas, YANG BERHUTANG 7 .3 ko A i PFSE 1
sesuai surat Benduharawan/Jurubayar * ) n0mor ..o memberikan kepada BANK,
pemberian mana telah diteirma oleh BANK, suatu Surat Kuasa Memotong Guji (Model PJ-05/UD) yang
berlaku terus menerus untuk menerima uang gaji yung menjadi hak YANG BERHUTANG langsung dari
Kas Negara/Jurubayar/Bendah rawan %) sejik bulin dun  selanjutnya tiap-tiup
bulan hingga pinjumannya kepada BANK lunus.
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g Dengan ini YANG BERHUTANG menggadaikun dan mengalihkan kepadu BANK, penggadaian dan
pengalihan mana telah diterima olch BANK segala hak duri YANG BERHUTANG sebagai diterangkin

dalam Surat Keputusan Pensiun NOMOI .......cccciiiiiiiriniitinnesseesesssesiessssssssssssesssssssess s tanggal
............................... Penggadaiun ini menjadi bagiun yung tidak dapat dipisahkan dari persetujuan ini

(intergrerendeel) dan persctujuan ini tidak akan terjadi bila penggadaian ini tidak diadakan, Karenu
penggacaian ini, maka ;

YANG BERHUTANG Y ik SR e e B
No. Pensiun T P O e e i
No. Buku Pembayaran Pensiun/Karip 1 .ooooocveviivonesoeeeeooeoeooooooeeoeooo
memberi Kuasa kepada Kas Negara/Kantor Pos & Giro qq/PT. BANK RAKYAT INDONESIA
(PERSERQ) Unit ....cccooerrinriiniivcsirncinnenee. (Model PI-052/UD) untuk melakukan pemotongun atas
pembayaran uang pensiun sejak bplan ..o, dan selanjutnya tiap-tiap bulan ‘hingga

pinjamannya pada PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) lunas,

ASURANSI JIWA PEMINJAM
Pasal 4

Untuk kepentingan BANK, BANK dapat mempertanggungkan atay mengasuransikan jiwa YANG
BIERHUTANG kepada Perusahaan Asuransi Jiwa yang ditunjuk oleh BANK atas beban YANG BERHUTANG/
BANK *) dengan syarat-syarat asuransi yang berlaku,
I KEWAJIBAN LAIN DARI YANG BERHUTANG
Pasal 3

YANG BERHUTANG berkewajiban untuk menyerahkan kepada BANK asli surat-surat bukti kepemilikan
agunan untuk disimpan oleh BANK sampai dengan pinjaman lunas.

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

| Pasal 6

BANK berhak baik dilakukan sendiri atau dilakukan oleh pihak lain yang ditunjuk BANK dan YANG
BERHUTANG wajib mematuhinya untuk setiap waktu meminta keterangan dan melakukan pemeriksaan yang
diperlukan BANK kepada YANG BERHUTANG dan/atau perusahaannya,

PERNYATAAN
Pasal 7
YANG BERHUTANG dengan tegas menyatakan :

I. Bersedia memberikan setiap keterangan-keterangan dengan sebenar-benarnya yang diperlukan oleh
BANK atau kuasanya dan tnduk kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan atau yang kemudian
akan ditetapkan oleh BANK terutama mengenai kebijaksanaan pemberian pinjaman.

.I-)

Bahwa pinjaman yang diterima dari BANK tersebut akan dipergunakan untuk keperluan-keperluan
scbagaimana yang diuraikan dalam pasal | dan setiap waktu BANK berhak memeriksa penggunaan
pinjaman dimaksud.

3. Bilamana pinjaman ternyata digunakan untuk keperluan lain, maka BANK berhak dengan seketika
menagih pinjamannya dan YANG BERHUTANG diwajibkan tanpa menunda-menunda lagi membayar

seluruh pinjamannya berupa pokok, bunga, denda, biaya-biaya dan kewajiban lainnya yang mungkin
timbul dengan seketika dan sekaligus lunas. '

*) Coret yang tidak perlu.
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4. Bilamana pinjaman tiduk dibayar funas pada wakty yang telah ditetapkan, maka BANK berhak unty
menjual seluruh jaminan schubungan dengan pinjaman ini, baik secara dibawah tangan maupun dimul
umum, untuk dan atas nama permintaan BANK dan atws kerelaan sendiri lanpa paksaan YAN
BERHUTANG dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menycrahkan/mengosongk:
rumah/bangunan sehagaimana tersehut dalam pasal 3 Surat Pengakuan Hutang ini.

5. Apabila pernyataan ayat 4 tersghut diatas tidak dilaksanankan dengan semestinya, maka atas biaya Y AN
BERHUTANG sendiri, pihak BANK dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya,

BIAYA-B IAYA LA INNYA
Pasal 8

Bea materai, biaya percetakan, binya Notaris, biaya Pejabat Pembuat Akia Tanah (PPAT) dan biaya lainny:
yang timbul schubungan dengan pemberian pimjaman ini, merupakan beban dan harus dibayar olech YANC
BERHUTANG. ‘

DOMISILI
Pasal 9

Tentang Surat Pengakuan Huting ini dan segalu akibanya serta peliuksanaannya YANG BERHUTANG
memilih tempat kedudukan huk:m (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri
..................................................... dunZatau BUPLN (i e s dEDEAN Lidak
mengurangi hak dun Wewenangnya BANK untuk menunty pelaksunaan/eksekusi atay mengajukan tuniuan
hukum terhadap YANG BERHUTANG herdasurkan Surat Pengakuan Hutang ini melalui atau dihadapan
Pengadilan-pengadilan fainnya dinmanapun Juga di dalam wilayah Republik Indonesia,

KETENTUA N-KETENTUAN LAIN

Pasal 10

I. Kuasa-kuasa yang diberikan YANG BERHUTANG kepada BANK schubungan pemberian pinjaman-ini
diberikan dengan hak substitusi dan tidak dapat ditarik kembali/diakhiri baik olch ketentuan Undang-
Undang yang mengakhiri pemberian kuasi sebagaimana ditentukan dalam pusal 1813 Kitab Undang-
Unding Hukum Perdata maupun oleh sehalb “papur juga, dan kuasa-kuasa terscbug merupakan bagian yang
tdak dapat dipisabkan dari pemberian pinjaman inj yang tanpa adanya kuasa-kuasa tersebut Pengakuan
Hutang ini tidak akan dibuay,

[£%]

Segala sesuaty yang belum cukup diatur dalum pengakuan hutang inj yang oleh BANK diatur dalam sura
menyurat dan kejtas-kertas luin merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Surat Pengakuan
Hutang ini.

3. Terhadap pengakuan hutang ini dan segala akibatnya berlaky pula "SYARAT-SYARAT UMUM
PERJANJIAN PINJAMAN DAN KREDIT PT, BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) yang telah
disetujui oleh YANG BERHUTANG dan mengikat YANG BERHUTANG serta merupakan satu kesatuan
yang tidak dapat dipisahkan dari pengakuan hutang. ir,j sekalipun syarat-syarat tersebut tidak dilampirkan
dalam pengakuan hutang ini.

4. Surat Pengakuan Hutang ini mulai berlakuy sejak ditandatangani,

Meterai
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Lampiran X:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)

AREA MIKRO PASURUAN
Jalan Pahlawan 24 Tromolpos 8 Kodepos 67126 Pasuruan
Telp. : (0343) 413237, 413238

Fax.: 425344 Telex: 31684

Nomor C B SDUKS/MER/05/01
Lampiran : -- X |
Perihai : PERINGAT AN Lepada
. : Yth. Sdr.
Di

PASURUAN

Dengan ini diberitahukan balwa verdasarkan data administrasi di BRJ Unit Bangil
pinjaman seudara sanpai dengan alhir bulan April 2001 masih tergisa -

Pokek Pinjaman Rp
Tunggukan Pokok - Rp
Tunggakan buaga : Rp +
Jumlah Tunggakan Rp

Menurut Surat Pengaluan Hutang  yang  telah saudara tandatangani pada  saat menerima
pinjaman, sandara sangaup membayar dengan cara angsuran setiap bulan,
Oleh sebab itu harap tnggukan tersebul saudara selesaikan selambat - lambatnya tanggal

Perlu diketahui bahwa apabila penyelesaian tunggakan hutang saudara diserahkan ke Badan
Urusan Piutang dan Lelang Negara ( BIPLN ). di Jember atan Pengadilan Negeri, akan
membawa  resiko yang  beral terutama biaya-biaya yang timbul sebagai akibat tiduk

terselesaikannya litan saudara tepat pada waldun o,
S pat]

Demikian peringatan ini disampaikan, harap saudaa Segera menyelesaikan tunggakan
tegebut pada wakiy yang sudah ditentukan demi kepentingan sandara sendiri |
Atas perhatiannya disampaikan terjma kasih,

Pasuruan,

. BANK RAKYAT IND ONESIA
. : AREA MIKRO PASUKUAN

Tapto Djani Digmono

. PSA Kasie Unil

Tindusan :
1. Kan‘or Badan Urnsan Piutang dan Lelang Negara di Jernber.
2. Kantor Fengadilan M egeri Fab., Pasuman di Bangil,
3. BRI Unit Baneil di Baneil
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d-l(.A.uLlJ dede LAd A d

PT. BANK RAKYAT INDONESIA ( PERSERO )
KANTOR CABANG e e e s s e s ree b eeas
UNIT e

PERJANJIAN PENYERAHAN HAK MILIK ATAS
KEPERCAYAAN ( IFIDUCIA ) BARANG

Nomor ; .
Pada hawi ini....oooo DI i S e
MBI ciossiomminmssmomsosinssntsssssisissrimmmtsommr eI et e P v v A s ) yang bertandatangan
dibawah ini :
[v¥)
1

selanjutnya dischut PHIAK PERTAMA.

e g C RS I e Pemimpin Cabang Perseroan Terbatas
PT.BANK RAK YAT INDONI:SIA { PERSERO VUi st ccietss st ersspssssssssgisasssssmssssapemsossesses oo .
.............................................................................................................................................. bertempal tinggal di
................................................................................................... dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut

mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasu K husits Nomor 30 ertanggal 6 Agustus 1992 yang dibuat oleh MUHANI
SALIM Sarjana Hukum Notaris di Jakarta oleh Karena it berdusarkan Anggaran Dasar Perseroan Terbatus
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) yang dimuat dalum akia nomaor 133 tunggal 31 Juli 1992 yang
dibuat dihadapun MUHANI SALIM Sarjana Hukum Notis di Jukarta, dan telah diumumkan dalam Berita Negara
Republik Indonesia Nomor 73 tanggal 11 Seprember 1992, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
Nomor 3A tahun 1992 berikut perubahannyu dengan akia Nomor 78 tinggal 19 September 1992 tentang Berita
Acara Rupat dan Akt Pembetulan Nomor 6 tunggal | Oktober 1992 dibuut oleh Notaris yang sama dan telah
diumumkan dalam Berit Negara Republik Indonesia Nomor 84 tanggal 20 Oktober 1992 Tambahan Berita Negara
Republik Indonesia Nomor 010A Tahun 1992, bertindak untuk dan atas nama PT, BANK RAKYAT INDONESIA
(PERSERO) berkedudukan i Jalan Jenderal Sudienan Nomor 44 - 46 Jukartu Pusat, selanjutnya disebut :
PIHAK KEDUA.

*) Diisi namet pilk pertamig
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Dengan ini kedua belaly pilik mencrangkan erlebih dahulu

I, Buhwa berdasarkan Sural Pengakuan Hutang Nomor Urat ..o
tlertanggal
........................................................................................ #*) telab atau masih akan menerima pinjaman
dari PIHAK KEDUA. Buhwa perjanjian ini merupakan satu kesatuan dari perjanjian/persetujuan pengakuan
tersehut di atas.,

2. Buhwa untuk menjumin kepastiar dan Ketertiban pembayaran kembali pinjaman dimaksud, buik
yang berupa pokok, bunga, denda huu;_-‘n din ongkos - ongkos serta biayz - biaya luinnya tanpa pengecualian,
maka kedua belah pihak sepakit dun setuju untuk mengadakdn Perjunjian Penyerahan Hak Milik Atas
Kepercayaun ( Fidueia )selanjuinya disebut PERJANJIAN, dengun syurat - syarat dan ketentuan - ketentuan
sebagai berikut

PASAL 1
PIHAK PERTAMA setuju untuk menyerahkan hak milik atas Kepereayaun selanjutnya disebut fiducia,
kepada PIHAK KEDUA sehaguimana PIHAK KEDUA setuju untuk menerima penyerahan tersebut dari PIHAK
PERTAMA sebagii juminan atas pinjaman tersebut di was dan / atau perubahan / tambahannya yang berupa
barang (- barang) sebagaimana duftar terlampir (Model PJ-082/UD) dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA
dan merupakan satu kesatuan vang tidak terpisabkan dengan perjanjian ini,

PASAL 2

Barang (-barang) yung diserahkan dipindahkan hak miliknya kepada PIHAK KEDUA secara Fiducia lersebut dan
yang diterima olch PINAK KEDUA seiak saal ditundutanganinya PERJANJIAN ini menjadi milik
PIHAK KEDUA oleh karena ity PIHAK KEDUA herhak sepenuhnya atus barang (- burang) dimaksud
tanpa memerlukan perbuatan hukum lain. Sclanjuinya pada sual yang sama barang (-barang) tersebut
diserahkan kembuli oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dan (eluh diterima dengan baik oleh
PIHAK PERTANA unigk dipinjam pahai. !

PASAL 3
It PIHAK PERTAMNA herkewajibin untuk :
A Menyerabkan kepada PIHAK KEDUA semnrsurat bukti pemilikan atau surat - sural lain atas burang
Charang) dinaksud.

b. Memelibara harung (-barang) tersebut dengan sebaik - baiknya dan memperbaiki / membetulkan
segali Kerusakan atas biaya semdir,
€. Mengganti dengan barang (-barung) vang sima atau sekurang - Kurangnya suma nilainya apabili

barang (-barang) dimaksud rusak atau tdak dapat dipergunakan sama sekali,
d. Memperlihatkan barang (-barang) tersebut apabila PIHAK KEDUA ulau kuasanyu ukan melihatnya,
Menjamin bahwa barang (=barang) wesehut adalah miliknya sendiri dan tidak sedang digadaikan atau
sedang dijaminkan untuk suatu pertinggungan atau dibebani dengan ikatan lain berupa apupun, bebas
dari sitan dan tidak dalam sengketi,

o)

2. Apabila PIHAK PERTAMA tiduk dupat memenuhi kewajibannya sebugaimana mestinya, diwajibkan
menycrahkun buring(-barang) tersebu Kepiki PIHAK KEDUA atas biaya sendiri dan tanpa sydrat segera
dan seketika setelah ad permintuan dari PHIAK KEDUA seearu tertulis.

1

**) Diisi Tl Surar pengihinn Hinang dan netna deliiti:
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3. Bilamana PIHAK PERTAMA 1iduk menyerahkan harang (-barang) tersebut Kepada PIHAK KEDUA
sebagaimana ditentukan Paci ayat 2 di atas, maka PHIAK KEDUA dapat dan bilamang perlu dengan
bantuan alat Negara mengambil sendiri barang (-harang) yang dipinjumkun itu dari PIHAK PERTAMA
dan atau pihak lain Yung menguasai harang (-haring) dimanapun barang itu berada,

" PASAL 4

PIHAK KEDUA diberi huk dun diizinkan oleh PHIAK PERTAMA seliap wuktu untuk .memasuki halaman
(-halaman) dan bangunan (-bangunan) di mans burang (-burung) tersebut ditempatkan untuk memeriksa
keadaan barang (-barang), serta memberikan peringatin kepada PIHAK PERTAMA apabila PIHAK
PERTAMA tiduk melukukan pemeiibawin dan perawaian atas barang (-barung) dimaksud.

Apabila diperlukan, PIHAK KEDUA dapat memberikan tnda (label) pida barang (-barang) tersebut sebugui
jaminun kepada PIHAK KEDUA dun selanihuting PIHAK PERTAMA belum dibayur lunas oleh PIHAK
PERTAMA, muka PIHAK PERTAMA dilarang aimuh merusuk dun atau menghilangkan tanda (label) wersebut,
Apabila PIHAK PERTAMA tiduk dapat melunasi hutangnya kepada PHIA K KEDUA, maka PIHAK PERTAMA
wajib menyerahkan barang (-burang) yang dipinjamnyi dan jika PIHAK PERTAMA lidak memenuhi Kewajibannya
tersebut, maka PIHAK KEDUA berliak tituk mengambil sendiri barang (-barang) yang dipinjamkan i dari
PIHAK PERTAMA dun / wian Pk Tain yang mencuasai harang (-barang) dimanapun barang itu berada dan
bilumana perlu dengan memini Dantuan alat e dan segala biaya yang diperlukan untuk ity seluruhnya menjadi
anggungan yang harus dibaysr oleh PHIAK PERTANIA.

PASAL S

PIHAK PERTAMA dengan ini memberi huisy hepada PIHAK KEDUA uniuk mengambil dan menjual
barang (-barang) dimuksud haik secari dibawah tingan maupun dimuka unim din untuk mengambil pelunusanny
atas pruyaman PIHAK PERTAMA . Kuas: e tidah dapat dibatalkan oleh HPApUn ity sebab - sebab sebugaimiana
dilitur datum Pasal 1813 KUI Perdata,

PASAL 6

Apabila seteluh diperhitunghan hasil penjuakin harang barang) tersebut dalan Pasal 5 ternyata terdapat kelebihun
maka kelebihan tersehut akan dikembalikan hepadic PHTAK PERTANIA tetapi jika terdapat kekurangan maka
kekurangan tersehul lap larus dibayar oleh PHIA I PERTAMA,

PASAL 7

Bea meterai dun biayi - biava lain yang timbul sebagii akibat adanya perjunjiun ini ditanggung dan wajib dibayur
sepenuhnya oleh PIHAK PERTAMA dun capat diperhitungkan dengan rekening - rekening PIHAK PERTAMA
yang ada pada PIHAK KEDUA .

PASAL §

Tentang perjanjian ini dun srgala akibatnya sertg peliaksunaannya kedua beluh pihak memilih tempat
kedudukan hukum (domisili) Yaug tetap dan umum di kantor Kepaniteraan Pengadilun Negeri

....... Frestnsntn e e GOV BUPLN i
dengan tidak mengurangi hak dan wewening PIHAK KEDUA untuk menuntut pelaksanaan Jeksekusi atau
mengajukan wntutan hukum terhadap PIHAK PERTAMA berdasarkan perjanjian ini nielalui atay dihadupan
Pengadilan - pengudilun Lainnya di- manapun juga di dalam wilayah Republik Indonesi,

1
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PASAL Y

Kuasu - kuasa yung diberikan PIHAK PERTAMA Kepada PIHAK KEDUA dalam parjanjian ini diberikan
dengan Huk Substitusi dan tiduk dapat ditarik kensbali Adiakhiri baik oleh ketentuan Undang -Undang yang
mengakhiri pemberian kuasa sebagaimana ditentukan dalan; pispl 1813 KUH Perdata maupun oleh sebub
apapun juga, dan kuasi - kuasa tersebut merupakan bagiun yang tidak dupat dipisahkan dari Perjanjian ini,
yang tanpa adanya kuasa-kuasa tersehut perjunjian ini tidak akan dibuat,
Segala sesuatu yang belum cukup diatur dulam perjanjian ini yang oleh PIHAK KEDUA diatur dalam surat
meuyurat dan kertas - kertas Jain merupakan bugian yuang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.
Surat resi yang diberikan oleh Kuntor Pos dan resi - resi ekspedisi lainnya untuk tanda pengiriman surat
menyurat dan kertas lain sebagaimana tersebut dalum ayat 2 berlaku sebagai tanda bukti bahwa segala
pemberitahuan yang dikeluarkan olch PIHA K KEDUA sudah berlaku sebagaimana mestinya,
Surat Perjanjian ini mulai berlaku sejuk ditandiatangani oleh kedua belah pihak.

Ditandatangani di

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

Melterai
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Ayat (2)
- Cukup jelas

Ayat (3)

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia memuat antara lain:

a. Jenis-jenis sanksi administratif;

b. Tata cara pelaksanaan sanks; administratif;

¢.  Tindak lanjut pelaksanaan sanksi administratif;
d.  Pengawasan pelaksanaan sanksi administratif,

ngka 42

isal 55
Cukup jelas

1gka 43

1sal 59A :

Badan khusus yang dimaksud dalam ketentuan ini
bersifat sementara, dengan tugas khusus melakukan
langkah-langkah yang diperlukan untuk menyehatkan
perbankan nasional,

Badan yang telah ada saat ini dalam rangka melakukan
upaya penyehatan perbankan, tetap dapat melakukan
tugas penyehatan perbankan berdasarkan undang-
undang ini.

isal II
Cukup jelas -

Lampiran XI

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONES

NOMOR 7 TAHUN 1992
TENTANG

PERBANKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ‘MAHA ES

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a,

bahwa untuk memelihara Kesinambungan pelaksan
nasional guna mewujudkan masyarakat Indonesia y
adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Unda
Undang Dasar 1945, pelaksanaan pembangus
ekonomi yang berasaskan kekeluargaan harus [e
memperhatikan keserasian, keselarasan, dan kese;
bangan unsur-unsur Trilogi Pembangunan: '

bahwa perbankan yang berasaskan demokrasi ekono
dengan fungsi utamanya scbagai penghimpun d
penyalur dana masyarakat, memiliki peranan ya
strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangun
nasional, dalam rangka meningkatkan pemerata
pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuh;
ekonomi, dan stabilitas nasional, ke arah peningkat;
taraf hidup rakyat banyak;
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'ahwa perkembangan perekonomian nasional Maupun
nternasional yang senantiasa bergerak cepat diser(aj
lengan lantangan-tantangan Yang semakin luas, harus
elalu diikuti secara tanggap oleh perbankan nasional
alam menjalankan fungsi dan langgung jawabnya
epada masyarakat; ' -

ahwa Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang
'okok-pokok Perbankan dan beberapa undang-undang
i bidang perbankan lainnya yang berlaku sampai saal
1 sudah tidak ﬂapat mengikuti perkembangan
erekonomian nasional maupun internasional;

ahwa untuk mencapai maksud di atas, perlu disusun
ndang-undang baru tentang perbankan,

ngat:

1sal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-
ndang Dasar 1945;

ndang-undang Nomor § Tahun 1962 tentang
‘rusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962
omor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2487);

ndang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-
skok Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1968
nang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1967
amor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2832):

Wang-undang Nomor 13 Tahun 1968 lentang Bank
‘ntral (Lembaran Negara Tahun 19¢ ¥ Nomor 63,
umbahan Lembaran Negara Nomor 2865);

wdang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang
netapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
dang Nomor 1 Tahun 1969 lentang Bentuk-bentuk
:aha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor
» Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi
dang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor
» Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904).

!

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK

INDOI\gESIA

MEMUTUSKAN: '

Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG PERBANKAN.

6.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1~

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana darj
masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalur-
kannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan
taraf hidup rakyat banyak;

Bank Umum adaiah bank yang dapat memberikan jasa
dalam lalu lintas pembayaran:

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menerima
simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka,
tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan
dengan itu;

Bank Campuran adalah Bank Umum yang didirikan
bersama olch saty atau lebih Bank Umum yang berke-
dudukan di Indonesia dan didirikan oleh warga negara
Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang dimi-
liki sepenuhnya olel wargz negara Indonesia, dengan
satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri;
Kantor Cabang adalah setiap kantor bank secara lang-
sunr berfanggung jawab kepada kantor pusat bank yang
bersangk'ulan, dengan tempat usaha Yang permanen dj
mana kantor cabang tersebut mclakukar_l kegiatannya;

Simpanan adalah dana Yang dipercayakan oleh

67
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masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposig
berjangka, sertifika deposito, tabungan, dan/atau benyk
lainnya Yang dipersamakan dengan jtu;

Giro adalah simpanan yang dapat digunakan sebagai
alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan
seliap saat dengan menggunakan cek, sarana perintal,
pembayaran lainnya, atay dengan cara pemindahbukuan:

Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikanny;
hanya dapat dilakukan pada waky ‘tertentu menury
Perjanjian antara penyimpan dengan bank yang
bcrsangkutan;

Sertifikat Deposito adalah deposito berjangka yang huky
simpanannya dapat diperdagangkan:

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya
dapat dilakukan menury, Syarat tertentu yang disepakat,
tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atay alat yang
dapat dipersamakan dengan iw:

Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel.
saham, obligasi, sekuritas kredit, atay setiap derivatif
dari surat berharga atay kepentingan lain atau suaty
kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim
diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang;

Kredit adalah pénycdiuan uing atau tagihan yang dapal
dipersamakan dengan jtu, berdasarkan persetujuan atay
kesepakatan pinjam-mcminjum antara bank dengan
pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk
melunasi utangnya setelah Jjangka waktu lertentu dengan
jumlah bunga, imbalan, atay pembagian hasj|
<euntungan;

Zenitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan
‘ontrak antara Bank Umum dengan penitip yang di
lalamnya ditentukan bahwa Bank Umum yang
ersangkutan melakukan penyimpanan harta tanpa
nempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut;

Nali Amanat adalah Bank Umum, yang berdasarkan
uatu perjanjian antara Bank Umum tersebut dengan

16,

19.

20

cimten surat berharga, ditunjuk untuk mews
kepentingan semua pemegang surat berharga terse

Pihak Terafiliasi adalah:

4. anggota dewan komisaris atay pengawas, dire
pejabat, atay karyawan bank: .

b. anggota pengurus, badan pemeriksa, direl
pejabat, atay karyawan bank, khusus bagi b:
yang berbentuk hukum koperasi sesuai den;
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

¢ pihak yang memberikan jasanya kepada bank ya
bersangkutan, termasuk konsultan, konsul
hukum, akuntan publik, penilai;

d.  pihak yang berdasarkan ketentuan yang ditetapk
oleh Bank Indonesia turut serta mempengary

. pengelolaan bank.

Rahasia Bank adalah segala scsuatu yang berhubung:

dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bar

yang menurut kelaziman dunia perbankan waji
dirahasiakan;

Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonc

sia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yan

berlaku;

Dewan Moneter adalah dewan moneter sebagaiman;
dimaksud dalam undang-undang yang berlaku;

Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia

Pemerintah adalah Pemerintah Republik’Indonesia,

BAB 11

ASAS, l"UNGSI, DAN TUIUAN
Pagal 2 _

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya

berasaskan demokrasi ckonomi dengan menggunakan prinsip
kehati-hatian,
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Pasal 3

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagaij
ighimpun dana penyalur dana masyarakat.

Pasalzl 4

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan
nbangunan naslonal dalam rangka meningkatkan
nerataan, pertumbuhan ckonomi, dan stabilitas nasional
arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak,

BAB 111

JENIS DAN USAHA BANK

Bagian Pertama _
Jenis Bank

Pasal 5

Menurut jenisnya, bank terdiri dari;
a.  Bank Umum;
b. Bank Perkreditan Rakyat.

Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk
melaksanakan kegiatan tertenty atau memberirkan
perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertenty.

Bagian Kedua
Usaha Bank Umum _

Pasal 6
Usaha Bank Umum meliputi:

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat
deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang
dipersamakan dengan itu;

d.

(]

memberikan kredit;
menerbitkan surat pengakuan utang;

. membeli, menjual, atay menjamin atas risiko se

maupun untuk kepentingan dan atas peri
nasabahnya;

. surat-surat wesel termasuk wese| yang diaksey
oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih {;
daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-s
dimaksud:

2. surat pengakuan utang dan kertas dagang lain
yang masa berlakunya tidak lebih lama dari
biasaan dalam perdagangan surat-surat dimaks

3. kertas perbendaharaan negara dan surat jami,

pemerintah;
4.  Sertifikat Bank Indonesia (SBD);
5. obligasi;

6. surat dagang berjangka waktu sampai dengan
(satu) tahun;

7. instrumen surat berharga lain yang berjang
waktu sampai dengan | (satu) tahun;

memindahkan uang baik untuk kepentingan send
Mmaupun untuk kepentingan nasabah;

menempatkan dana pada, meminjam dana dari, at;
meminjamkan dana kepada bank lain, baik deng:
menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupuy
dengan wese] unjuk, cek, atau sarana lainnya;
menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharg
dan melakukan perhitungan dengan atay antarpiha
ketiga;

menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan sur;
berhargu;

melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihal
lain berdasarkan suary kontrak; ;
melakukan penempatan dana dari nasabah kepad:

nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak
tercatat di bursa efek;
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A agar hila senantiawy ditenkin bimbingan (ar,
an-Nya unwk melaksanak an tugas penpabdian dalan,
ngun guna mewujudkan masvarakar Indonesia yang
2. adil. dan m ..mur

daa terima hasih.
amealaikum Wr, Wh.

Jakana, 16 Oktober 1998

AN. PEMERINTAH
ENTERI KEUANGAN REPURLIK INDONESIA

BAMBANG Sti'py ANTO

Lampiran XIV

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 1998
TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG

NOMOR 7 TAHUN 1992
TENTANG
PERBANKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAI'A ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a.

bahwa pembangunan nasional MErupaaan Lpaya
pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka
mewujudkan masyvarakat Indonesia yang adil dan
makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945;

bahwa dalam menghadapi perkembangan perekonomian
nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif,
dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin
kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju,
diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi,
termasuk perbankan; )

bahwa dalam memasuki era globalisasi dan dengan telah
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liraliﬁkasinya beberapa’ perjahijiin micmasionagl
ll'dang perdagangan barang dan Jasa, diperlukan
enyesuaian (erhadap peraturan perundang-undangan
i bidang perckonomian, khususnya sekior perbankan;

ahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf
» huruf b, dan huruf ¢ d agay, dipandang perly
iengubah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992
‘ntang perbankan dengan undang-undang

ngat: i
1sal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1. Pasal 23, dan Pasal
} Undang-Undang Dasar 1945,

ndang-undang Nomor |3 Tahun 196k fentang Bank
:ntral’ (Lembaran Negara Tahun 196x Nomor 63,
imbahan Lembaran Negara Nomor 2X6S),

ndang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
'rbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31,
imbahan Lembaran Negara Nomor 3472,

Dengan persetujuan

‘WAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA

MEMUTUSKAN:

ipkan:

YG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS
NG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1995
NG PERBANKAN.,

Pasal |
‘ngubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang
7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai berikut.

tentuan Pasal | diubah, schingga Pasal | seluruhnya
njadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1
Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

I. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut
lentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan
usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan
kegiatan usahanya;

2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana
dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan
menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk
kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam
rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;

2. Bank Umum adalah bank yYang melaksanakan
kegiatan usaha secara konvensional dan/atau
berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam
kegiatannya memberikan Jasa dalam lalu lintas
pembayaran:

4. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang
melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional
atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam
kegiatannya tidak memberikan Jasa dalam lalu
lintas pembayaran;

5. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh
masyarakat kepada bark berdasarkan perjanjian
penyimpanan dana dalam bentuk Giro, Deposito,
Sertifikat Deposito, Tabungan dan/atau bentuk
lainnya yang dipersamakan dengan itu;

6. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat
dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek,
bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya,
atau dengan pemindahbukuan:

7. Deposito adalah simpanan yang penarikannya
hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu
berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan
bank;

8. Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam bentuk
Deposito yang sertifikat buki penyimpanannya
dapat dipindahtangankan:
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)

i~
.

Tabungan adalah stmpanan yany penaithanny .,
hanya dapat dilakukan menurul syarat tertentu yang
disepakati, tetapi tidak dapat duarik dengan cek,
bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersa-
makan dengan itu;

Surat Berharga adalah surat pengakuan utang,
wesel, saham, obligasi, sckuritas kredit, atau setiap
derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suaty
kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim
diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uany:

. Kredit adalah penyediaan vany aau tagihan yang

dapat dipersamakan dengan itu. berdasarkan
persetujuan atau kesepakatan projam-meminjam
antara bank dengan pihak lain yang mewajibkian
pthak peminjam untuk melunas; utangnya setelah
Jangka waktu tertenty dengan pemberian bunga;

Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah
penyediaan uang atay tagihan yang dipersamakan
dengan itu berdasarkan persclujuan atau
kesepakatan antara bank dengan pihak lain yany
mewajibkan pihak yang dibiayai  uniuk
mengembalikan uang atay tagihan tersebut setelah
jangka waktu tertenty dengan imbllan atay bag
hasil;

Prinsip Syariah adalah aturan  perjanjian
berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak
lain untk penyimpanan dana dan/atau pembiayian
kegiatan usaha, atay Kegiatan lainnya yang
dinyvatakan sesuai dengan syariah, antara lain,
pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil
(mudharabakh), pembiayaan berdasarkan prinsip
penyertaan mq'lal (musharakah). prinsip jual beli
barang dengan memperoleh  keuntungan
(murabahah), atau pembiayaan barang modal
berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan
(ifarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan
kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak
bank oleh pihak lain (ijarah wa igtina);

213,

21,

22.

Pemtipan adalah penyimpanan harta berdasark,
perjanjian atau kontrak antara Bank Umum d;
penitip, dengan ketentuan Bank Umum yar
bersangkutan tidak raempunyai hak kepemilik:
atas harta tersebut; ’

Wali Amanat adalah kegiatan usaha yang dap.
dilakukan oleh Bank Umum untuk mewaki
kepentingan pemegang Surat Berharga berdasarka
perjanjian antara Bank Umum dengan emiten Sur:
Berharga yang bersangkutan;

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jas
bank;

Nasabah Penyimpan adalah nasabah yan;
menempaikan dananya di bank dalam bentu}
simpanan berdasarkan perjanjian bank dengar
nasabah yang bersangkutan;

Nasabah Debitur adalah Nasabah yang
memperoleh fasilitas kredit atay pembiayaan
berdasarkan Prinsip Syariah atau yang
dipersamakan dengan i berdasarkan perjanjian
bank dengan nasabah yang bersangkutan;

Kantor Cabang adalah kantor bank yang secara
langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat
bank yang bersangkutan, dengan alamat lempat
usaha yang jelas di nana kantor cabang tersebut
melokukan usahanya;

:Bink Indonesia adalah Bank Sentral Republik In-

donesia sebagaimana dimaksud dalam undang-
unduang yang berlaku:

Pimpinan Bank Indonesia adalah pimpinan
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang
berlaku;

Pihak Terafiliasi adalah:

4. anggota dewan komisaris, pengawas, direksi,
atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank;

b. anggota pengurus, pengawas, pengelola, atau
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,d

N

A==z _2apar aau’karyawan bank, khusus

= == ramg berbentuk hukum koperasi
EIa=—mm peraturan perundang-undangan
s

g. i‘-_:n:mbaikmjasanya kepada bank,
= xamoa publik, penilai, konsultan
TEET = ‘comsalian lainnya;

R ST — penilaian Bank Indonesia
T == nenpengaruhi pengelolaan bank,
Ezax eneeang saham dan keluarganya,
EE=r=  amisans, keluarga pengawas,
E=e= wexs. keluarga pengurus;

AfmE zmmr zmina mmbahan ya''g diserahkan

Nasirz gy <zvada bank dalam rangka

POz whintas kredit alau pembiayaan

betemar —ip Svariah;

Lmﬂt.m Serpanan adalah badan hukum

VEUE Besprggan kegiatan penjaminan atas

SIMame pepan xayimpan, melalui skim

Sy Fvaaeza. atau skim lainnya;

-"‘_5“_’: === Tagewungan dani dua bank atau

h.wk' e o T mempertahankan berdi-

MINYe 22 2y =px 2n membubarkan bank-bank

laimmy: £==x T aapa melikuidasi:

Kowoeur epp >aggabungan dari dua bank

TA X e o mendirikan bank baru dan

MEMireraz zax bank tersebut dengan atau

L

- Akubr euge v —asiilaliban kepemilikan suatu

bany.

Raga; -, alian segala sesuatu yang
bcimnmg,_zg:-n LZerangan mengenai nasabah
PeOYOmey vp smrenannya.

Retentuar 2o - r dthapus.

Ksentuag L - mrar o diubah, sehingga Pasal 6
buruf m mepga =mny: sebagai berikut:

Pasal 6

m. menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan

kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai
dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank In-
donesia.

Ketentuan Pasal 7 huruf ¢ diubah, schingga Pasal 7
huruf ¢ menjadi berbunyi sebagui berikut:

Pasal 7

¢.  melakukan kegiatan penyertaan modal sementara
untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau
kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip
Syariah, dengan syarat harus menarik kembali
penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang
ditetapkan oleh Bank ‘ndonesia; dan

Ketzntuan Pasal 8 diubah, szhingga Pasal 8 seluruhnya
mer.jaci oerbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Dalam memberikan kredit alau pembiayaan
berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib
mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang
mendalam atas iktikad dan kemampuan serta
kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi
utangnya atas mengembalikan pembiayaan
dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

(2) Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan

- pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan
Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Ketentuan Pasal || ayat (1) dan ayat (3) diubah, serta
menambah ayat baru di antara ayat (4) dan ayat (5)
yang dijadikan ayat (4A), schingga Pasal 11 ayat (1),
ayat (3), dan ayat (4A) menjadi berbunyi sebagai
berikut:
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. P
Pasal-] | Pasal 12

=% donejia menetapkan ketentuan mengen.

; (1) Untuk  menunjang pelaksanaan  progr
== Jaksimum pemberian kredit atau pem

peningkatan taraf hidup rakyat banyak melz

hbﬂﬂaﬂrhn.}’ﬁnﬂp Syariah, pemberian pemberdayaan koperasi, usaha kecil d
=== cenempatan investasi Surat Berharga, atau menengah, Pemerintah bersama Bank Indone
__ ¥ -ang serupa, yang dapat dilakukan olcl, dapat melakukan kerja sama dengan Bank Umu
== 2=da peminjam atay sekelompok peminjam ; . .

= skait. termasuk kepada perusahaan (2) Ketentuan mcr.:gcnal (:'c-t:rjaks.’x(ll*m:j (llcngan Ba
=avan dalam kelompok yang sama dengan U_rnum sc?baga:‘rnana ‘mm Sl'j aanj ayz_lt (
= aag bersangkutan, diatur iebih lanjut dengan Peraturan Pemerintz
A nesia menclapka.n ketentuan mengen: 8. Menambah ketentuan baru di antara Pasal |2 dan Pa
== ekstmum pemberian kredit atau pem [3 yang dijadikan Pasal 12A, yang berbunyi sebag
e tentasarkan Prinsip Syariah, pemberian berikut:

= T enempatan investas Surat Berharga, ata

T =5 serupa, yang dapat dilakukan olch

= e Pasal 12A
3 e e 3
- “Fegzang ssham yang memiliki 10% (sepululy (1) Bank Umum dapat membeli sebagian atau selury
“~#72us) atau lebih dari modal disetor bank: agunan, baik melalui pelelangan maupun di lu:

pelelangan berdasarkan penyerahan sccara suk:
rela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuas
untuX menjual di luar lelang dari pemilik aguna

“HI0id dewan komisaris;

= —ezaa direksi:

- =wwEs dan pihak sebagaimana dimaksud dalam hal nasabah debitur tidak memenul
#=m quruf a. huruf b, dan huruf (% kewajibannya kepada bank, dengan ketentua
“=ea bank lainnya; dan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairka
~=-=anaan-perusahaan yang di dalamnya EFPoE.
=iaoal kepentingan dari pihak-pihak (2) Ketentuan mengenai ata cara pembelian agunay
=ammana dimaksud dalam huruf a, huruf dan pencairannya sebagaimana dimaksud dalan

“a o huruf d. dan huref c. ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturar

= . ] ) Pemerintah.
: “emberikan kredit atau pembiayaan

~~22 Prinsip Syariah, bank dilarang
=z Tatas maksimum pemberian kredit atau
T=-% 1 berdasarkan Prinsip Syariah
Z=z=zna datur dalam ayat (1), ayat (2), ayat
e W 4). Pasal 13

Y. Kelentuan Pasal 13 huruf ¢ diubah, schingga Pasal 1:
huruf ¢ menjadi berbunyi sebagai berikut:

) ) ¢.  menyediakan pembiayaan dan penempatan dana
; 12 dlub.ah, sch.:ngg.a Pasal 12 - berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan
SHEEE zemadi berbunyi sebagai berikut: ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

b 1-‘531

15
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Pasal 22

1) Bank Umum hanya dapat didirikan oleh:
a. Warga negara Indonesia dan/atau badan
hukum Indonesia; atau
b. Warga negara Indonesia dan/atay badan
hukum Indonesia dengan warga negara asing
dan/atau badan hukum asing secara kemitraan,
) Ketentuan mengenai persyaratan pendirian yang
wajib dipenuhi pihak-pihak sebagaimana dimaksug
dalam ayat ( 1) ditetapkan oleh Bank Indonesia,

-etentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26
‘luruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

) Bank Umum dapat melakukan emis; saham melaluj
bursa efek,

) Warga negara Indonesia, warga negara asing,
ba_dan hukum Indonesia, dan/atau badan hukum
asing dapat membeli saham Bank Umum, secara
langsung dan/atau melalyi bursa efek.

) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah,

tentuan Pasal 27 diubah, schingga Pasal 27
luruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27
rubahan kepemilikan bank wajib:
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 ayat (3), Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24,
Pasal 25, dan Pasal 26; dan

dilaporkan kepada Bank Indonesia.

tentuan Pasal 28 ayat (1) diubah, schingga Pasal 28
it (1) menjadi berbunyi sebagai berikut:

20.

Pasal 28

(1) Merger, konsolidasi, dan akuisisi wajib terleb
dahulu mendapat izin Pimpinan Bank Indonesi

Ketentuan Pasal 29 diubah, schingga Pasal :
seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1) Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan ol
Bank Indonesia.

(2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bar
sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualit:
aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilita
solvabilitas, dan aspek lain yang berhubunga
dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiata
usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. .

(3) Dalam memberikan Kredit atau Pembiayaa
berdasarkan Prinsip Syariah dan melakuka
kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempu
cara-cara yang tidak merugikan bank da
kepentingan nasabah yang mempercayaka)
dananya kepada bank.

(4) Untuk kepentingan nasabah, bank wajil
menyediakan informasi mengenai kemungkina
timbulnya risiko kerugian sechubungan denga,
transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

(5) Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh banl
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3)
dan ayat (4) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Ketentuan Pasal 31 diubah, schingga Pasal 3
seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut;

Pasal 31

Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank
baik secara berkala maupun setiap waktu apabil
diperlukan.

19
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Lampiran XV

KITAB

UNDANG-UNDANG
UNDANG-UNDATP\;(;:HOQ. 7 TAHUN 1987 I HUKUM PER DATA

Hak Cipta

Pasal 44
Barang siapa dengan Sengaja dan tanpa hak
mengumumkan atau memperbanyak suaty BURGERLIJK WETBOEK
Ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipicana diterjemahkan oleh :

Jengan pidana penjara paling lama 7 (tujun)
fakun  dan /atau denda paling banyak

“ip 100 000 000,00 (seratus juta rupiah) . Prof R. SUBEKTL, S.H.
; |
Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, me-
mamerkan, mengedarkan, atay menjual ke- Mantan Ketua Mahkamah Agung Rl
pada umum suatu ciptaan atay barang hasil G“'“'x“"' H"k“"‘_,
velanggaran Hak Cipta sebagai mana dimak- i Universitas Indonezia Jakarta
sud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana |

Jenda paling banyak Rp. 50.000.000,00
ok Rp P. TIITROSURIBIO

denjara paling tama 5 (ima) tahun dan/atay dan
hmapulun juta rupiah) ’ g 5

‘ | Mantan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta
|

dengsn tambahan

UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA
dan
UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Cetakan keduapuluhtujuh
(edisi revisi)

AN

/e PT PRADNYA PARAMITA
A

JAKARTA

NN
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bawah perwalian, atas permintaan wali atay walj
pengawas,

Alas permintaan ity tidak diambil putusan, melain-
kan sctelah mendengar atay memanggil dengan sah
akan si belum dewasa dan walinya, jika permintaan
dimajukan oleh walj pengawas, atau akan jn;
sendiri, jika permintaan dimajukan oleh walj.

Pengadilan Negeri bolch memerintahkan, bahwa
akan dipanggil dan didengar juga para keluarga
sedarah atau semenda. dan s bapak atau iby,
sekiranya salah scorang mereka masih hidup dan
tidak menjadi walj,

Pengadilan memutus tanpa banding,

Ayat ke empat pasal 206 berlaku terhadap peme-
riksaan orang tua, wali dan wali pengawas,

432. Segala perlunakan tersebut dalam bab inj,
Sepertt pun segala penarikannya kembali menurut
pasal-pasal yang lalu harus diumumkan secara peng-
undangan dan Pemasangan dalam Berita Negara.

Dalam pengundangan akan perlunakan harys
dengan telit diterangkan, bagaimana dan untuk ke-
perluan apa perlunakannya diberikannya. Sebelum
pengundangan ini, baik perlunakan maupun pena-
rikannyva kembalt. ndak berlaky bagi pihak ke tiga,

BAB KE TUJUN BELAS
Tentang Peng impuan

(Berlaku bagi golongan Timur Asing, lain daripada
' Tiong Hoa dan bangsa Tiong Hoa),

433. Seuap orang dewasa, Yang selalu berada
daiam keadaan dungu. sakit otak atau mata gelap
harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ja
kadang-kadang cakap Mmempergunakan pikirannya,

Seorang dewasa boleh Juga ditaruh di bawah
pengampuan karena keborosannya.

434, Senap keluarga sedarah berhak meminta
penga. jpuan scorang keluarga sedarahnya, berdasar
atas keadaannya dungu, saki otak atau mata gelap.

Berdasar atas keborosannya, pengampuan hanya
boleh diminta oleh para keluarga sedarahnya dalam
garis lurus dan olch para keluarga semendanya

136

dalam garis menyimpang sampai dengan derajat ke
empat.

Dalam hal yang satu dan yang lain, scorang suami
atau istri boleh meminta pengampuan’akan istri atay
Suaminya. .

Barangsiapa, karena “elemahan kekuatan akal-
f¥a. merasa tak cakap mengurus kepentingan-ke-
pentingan diri sendiri sebaik-baiknya, diperbolehkan
meminta Pengampuan bagi dir sendiri.

435. Jika. dalam hal adanya keadaan mara gelap,
pengampuan tidak diminta oleh mereka yang terse-
but dalam pasal yang lalu, maka Jawatan Kejaksaan
adalah berwajib menuntutnya,

Dalam hal adanya keadaan dungu atau sakit otak,
pengampuan pun boleh dituntyg Jjuga oleh Jawatan
Kejaksuan akan seorang, yang tidak mempunyai
suami atau istri, pun tak mempunyai keluarga seda-
rah yang dikenalji dj Indonesia.

436. Segala permintaan akan pengampuan, harys
dimajukan kepada Pengadijan Negeri, yang mana
dalam daerah hukumnya orang yang dimintakan
Pengampuannya, berdiam.

437, Pcristiwu-pcristiwa yang  memperlihatkan
adanya keadaan dungu, sakit otak, mata Belap atay
keborosan tadi, harus dengan jelas disebutkan dalam
surat permintaan, pun penyebutan itu harus disertaj
dengan bukti-bukti dan penyebutan saksi-saksinya.

438. Apabila Pengadilan Negeri berpendapat,
bahwa petistiwa-peristiwa ity cukup penting guna
mendasarkan  spaty Pengampuan, maka haruslah
didengar para keiuarga sedarah dan semenda.

439. Setelah mendengar atay memanggil dengan
sah akan segala mereka yang tersebut dalam pasal

yang lalu, Pengadilan harus mendengar akan se-

scorang yang pengampuannya diminta: Jika orang
ini Kiranya tak mampu memindahkun dirinya, inaka
pemeriksaan itu harus dilangsungkan dj rumahnya,
oleh scorang Hakim atay lebih yang diangkat untuk
itu, disertai oleh Panitera, dan, dalam segala hal,
dengan dihadiri oleh Jawatan Kejaksaan,

Jika rumah sj Yang pengampuannya diminta, ter-
letak dalam jarak sepulith pal lebih dari tempat
kedudukan Pengadilan, maka pemeriksaan itu boleh
dilimpahkan kepada pemerintah scternpat.  Darj
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an vang tak terurus, tah peduli apakah hara pening-
valan mencukupr maupun ndak mencukupi untuk
melunast utang-utang 1 memingeal Balai it diwa-
pbkan, pada waktu mular melakukan pengurusan
tersebut memberitahukan hal ity secara tertulis kepa-
Ja Kepala Kejaksaan Negen

Iika ada perselisihan pendap it tenrang apakah
suaty warisan dapat dianegap schagar tak terurus
atau ndak, maka Pengadilan Negery, aras permintaan
para yang berkepentingan atau pun 238 pengusulan
Kemksaan, ahan  memutusian persozian tersebut
Lnpa suatu bentua acary

P128. Bala divapbhan serelan menvegel harta
semimnggalan prha g dianggarnya ~eriu. membuat

<
2

uAu pendaftaran. selanrutny . menzomes hana nu
Lan menseleskann g

Halar dowapbkan, depeon memasang sangegilan-
canegrlan dalam surat haparesorag vasze umuem. atau
denean menjalankan panggrlan-pangziian jain vang
TCrPund Mengusul para wans

Balar harus menghadap & mukz Hakm dalam
tuntutan hukum vang teiah dimuis: erhadap harta
peminggalan. menjalankan atau menenuskan segala
Pak vane dimiliki si memingeal. an memberikan
perhitungan tentang pengurusannya xepada siapa
vang berhak.

1429, Jika setelah lewamya wakie tiga tahun,
terhitung mulai hari terbukanva warizan, tidak se-
orang waris pun memajukan diri. maxa fernitungan
penutup harus dilakukan kepada Negara, sedangkan
Negara akan berkuasa sementara menguasal harta
peninggalannya,

1130. Ketentuan-keteniuan vang zrmaiwub da-
lam pasal-pasal 1036, 1037, 1038, {039 dan 1041,
berlaku terhadap pengurusan wazriszm-warican yang
tak terurus.
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BAB KE SEMBILAN BELAS
Tentang piutang-pintang yang diistimewakan
BAGIAN KE SATU

Tentang piutang-piutang yang diistimewakan
pada umumnya

1131. Segala kebendaan si berutang, baik yang
bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang su-
dah ada maupun yang baru akan ada di kemudian
hari, menjadi tanggungin untuk segala perikatan

 pyrsporangan,

1132, Kebendaan tersebut menjadi jaminan ber-
sama-sama bagi semua orang yang mengutangkan
padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu di-
bagi-bagi menurut keseiribangan. yaitu menurut be-
sar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila
di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang
sah untuk didahulukan,

1133. Hal untuk didahulukan di antara orang-
orang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai
dan dari hipotik.

Perihal gadai dan hipotik diatur dalam bab ke dua
puluh dan ke dua puluh satu buku ini.

1134. Hak istimewa ialah suatu hak yang olch
undang-undang diberikan kepada seorang berpi-
utang sehingga tingkatnya lebih linggi daripada
orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan
sifat piutangnya.

Gadai dan hipotik adalah lebih tinggi daripada hak
istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh
undang-undang ditentukan sebaiiknya.

1135. Di antara orang-orang berpiutang yang di-
istimewakan, tingkatannya diatur menurut berbagai-
bagai sifat hak-hak istimewanya.

1136. Semua orang berpiutang yang tingkatnya
sama, dibayar menurut keseimbangan.

1137. Hak dari Kas Negara, Kantor lelang, dan
lain-lain badan umum yang dibentuk oleh Peme-
rintah, untuk didahulukan, tertibnya melaksanakan
hak i, dan jangka waktu berlangsungnya hak ter-
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am i1 hukuman dapat dituntut dar) orang yang
belakangan ini untuk seluruhnya, dan hanya dapat
dituntut dari ahli wans-ahli waris lainnya untuk
bagian mercha masing-masing, dengan tidak mengu-
rang: hak mercha menuntut -pengembalian jumlah
rang merdha bay arkan, dan ahli waris yang bersalah
ladi

1312, Jika suatu perikatan pokok yang dapat
dibagi-bag:, dengan suatu penetapan hukuman yang
tak dapat dibagi-bagi, hanya dipenuhi sebagian, ma-
ka hukuman 1ty terhadap ahli waris-ahli waris orang
yang berutang, diganti dengan suatu pembayaran
gant rugy

BAB KE DUA

Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan
dari kontrak atau perjanjian

BAGIAN KE SATU
Ketentuan-ketentuan umum

1313. Suaw perjanjian adalah suatu perbuatan
dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan
diriny a terhadap satu orang lain atau lebih.

1314. Suaw perjanjian dibuat dengan cuma-cu-
ma atau atas beban,

Suatu perjanjian dengan cuma-cuma adalah suaty
perjanjian dengan mana pihak yang satu membe-
rkan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tan-
pa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri.

Sualu perjanjian alas beban, adalah suatu perjan-
Jian yang mewajibkan masing-masing pihak mem-
berikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat
sesuatu. :

1315. Pada umumnya tak scorang dapat mengi-
katkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetap-
kannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri.

1316. Meskipun demikian adalah diperbolehkan
untuk menanggung atau menjamin seorang pihak ke
liga, dengan menjanjikan bahwa orang ini akan
berbuat sesuatu, dengan tidak mengurangi tuntutan
pembayaran ganti rugi terhadap siapa yang telah
338

mcl:nanggung pihak ke tiga itu atay yang telah ber-
Janji, untuk menyuruh pihak ke tiga tersebut me-
nguatkan sesuatu, jika pihak ini menolak memenuhi
perikatannya.

1317. Lagi pun diperbolehkan juga untuk  me-
minta ditetapkannya suatu Jjanji guna kepentingan
seorang pihak ke tiga, apabila suatu penctapan janji,
yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri. atau
suatu pemberian yang dilakukannya kepada scorang
lain, memuat suatu janji yang seperti itu.

Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti
itu, tidak boleh menariknya kembali. apabila pihak
ketiga tersebul telah menyatakan hendak memper-
gunakannya.

1318, Jika seorang minta diperjanjikan sesuaty
hal, maka dianggap bahwa itu adalah untuk ahli
waris-ahli warisnya dan orang-orang yang memper-
oleh hak daripadanya, kecuali jika dengan tegas
ditetapkan atau dapat disimpulkan dari sifat perjan-
Jian, bahwa tidak sedemikianlah maksudnya,

1319. Semua perjanjian, baik yang mempunyai
suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal de-
ngan suatu nama tertentu. tunduk pada peraturan-
peraturan umum, yang termuat didalam bab ini dan
bab yang lalu.

BAGIAN KE DUA
Tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk
sahnya suatu perjanjian

1320.  Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan
empat syarat :

l. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

2. kecakapan untuk membuat suaty perikatan;

3. suartu hal tertentu:

4. suatu sebab yang halal,

1321. Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu
diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya de-
ngan pzksaan atau penipuan,

1322. Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya
suatu perjanjian selain apabila kekhilafan ity terjadi
mengenai hakikat barang yang menjadi pokok per-
janjian,
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Kekhilafan itu ndak menjadi sebab kcbatalan, jika
kekhilafan itu hanya terjadi mengenai dirinya orang
dengan siapa scorang bermaksud membuat suaty
perjanjian. kecuali jika perjanjian itu telah dibuat
lerutama karcna mengingat dirinya orang tersebut.

1323. Paksaan yang dilakukan terhadap orang
vang membual suatu perjanjian, merupakan alasan
untuk batalnya perjanjian, Juga apabila paksaan itu
dilakukan olch scorang pihak ke tiga, untuk kepen-
tingan siapa perjanjian tersebut tidak telah dibuat.

1324. Paksaan 1elah terjadi. apabila perbuatan itu
sedemikian rupa hingpa dapat menakutkan seorang
vang berpikiran sehat.  dan apabila perbuatan ity
Japat menimbulhan ketakutan pada orang tersebul
bahwa dirinya atau hekasaannyva terancam dengan
suatu herupian sang terang dan nyvata.

Dalam mempertimbangkan hal it harus diperha-
tkhan usia helanun dan kedudukan orang-orang
vang bersanghutan

1325, Paksaan mengakibatkan batalnya - suatu
perjanpan tdak sapa apabila dilakukan terhadap sa-
lah satu pihak vang membuat perjanjian, tetapi juga
apabily pas saan i dilakukan terhadap suami atau
IS atau sanak heluarga dalam garis ke atas mau-
pun ke bawah

1326. Kctahutan saja karena hormat terhadap
arah. tbu atau sanak keluarga lain dalam garis ke
atas tanpa diserin heherasan, tidaklah cukup untuk
pembatalan perjanpian

1327, Pembatalan sesuaty perjanjian berdasarkan
paksaan tak lagi dapat dituntutnya. apabila setelah
paksaan berhent, perjanjian tersebut dikuatkan, baik
secara dinyatakan  dengan legas. maupun secara
diam-diam  atau  apabila seorang  melampaukan
waktu sang dientukan oleh undang-undang untuk
dipulih-kan seluruhnya,

1328. Penipuan merupakan suatu alasan untuk
pembatalan perjanjian, apabila tipu-muslihat, yang
dipakai olch salah satu pihak, adalah sedemikian ru-
pa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain
tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dila-
kukan tipu-muslihat tersebut.

Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus di-
buktikan
340
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1329. Sectiap orang adalah cakap untuk membus
perikatan-perikatan, jika ia olch undaig-undang ti
dak dinyatakan tak cakap.

1330. Tak cakap untuk membuat suatu perjanji
an adalah :

l. orang-orang yang belum dewasa:

2. mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;

3. orang-orang perempuan, dalam hal-hal yan;
ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumny;
semua orang kepada siapa undang-undang telah me
larang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

1331. Karena itu orang-orang yang didalam
pasal yang lalu dinyatakan tak cakap, boleh menun-
tut pembatalan perikatan-perikatan yang mereka le-
lah perbuat, dalam hal-hal dimana kekuasaan itu ti-
dak dikecualikan oleh undang-undang,

Orang-orang yang cakap untuk mengikatkan diri
tak sekali-kali diperkenankan mengemukakan ke-
tidakcakapan orang-orang yang belum dewasa,
orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan dan
perempuan-perempuan yang bersuami dengan siapa
mercka telah membuat suatu perjanjian.

1332. Hanya barang-barang yang dapat diperda-
gangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian.

1333.  Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai
pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan
jenisnya.

Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang
tidak tentu, asal saja jumlah it terkemudian dapat
ditentukan atau dihitung.

1334. Barang-barang yang baru akan ada dike-
mudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian.

Tetapi tidaklah diperkenankan untuk melepaskan
suatu warisan yang belum terbuka, atau pun untuk
meminta diperjanjikan sesuaty hal mengenai warisan
itu, sekali pun dengan sepakalnya orang yang nan-
tinya akan meninggalkan warisan yang menjadi
pokok perjanjian itu; dengan tidak mengurangi ke-
tentuan-ketentuan pasal 169, 176 dan 178,

1335. Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang
telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau
terlarang, tidak mempunyai kekuatan.

1336. Jika tidak dinyatakan sesuatu scbab, tetapi
ada suatu sebab yang halal, ataupun jika ada suaru
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scbab lan, danpada yang dinyatakan, perjanjian-
nya namun demikian adalah sah.

1337. Suatu scbab adalah terlarang, apabila dila-

rang olch undang-undang, atau apabila berlawanan

dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum,

BAGIAN KE TIGA
Tentang akibat suatu perjanjian

1338 Semua perjanjian yang dibuat secara sah
berlaku sebagai undang-undang bagi mercka yang
membuatnya

Suatu perjanjian udak dapat ditarik kembali selain
dengan scpakat kedua belah pihak, atau karena
alasan-alasan yang olch undang-undang dinyatakan
cuhup untuk ity

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad
baik.

1339, Suatu perjanjian tudak hanya mengikat un-
tuh hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalam-

. Rya. letapi juga untuk segala sesuatu yang menurut

sifat perjanjian. diharuskan oleh kepatutan. kebiasa-
an atau undang-undang.

1340. Suatu perjanjian hanya berlaku antara pi-
hak-pihak yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi ke-
pada pihak-pihak ke tiga; tak dapat pihak-pihak ke
tiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal
yang diatur dalam pasal 1317,

1341, Meskipun demikian, tiap orang berpiutang
boleh mengajukan batalnya segala perbuatan yang
tidak diwajibkan yang dilakukan oleh si berutang
dengan nama apapun juga. yang merugikan orang-
orang berpiutang, asal dibuktikan, bahwa ketika per-
buatan dilakukan, baik si berutang maupun orang
dengan atau untuk siapa si berutang itu berbuat, me-
ngetahui bahwa perbuatan itu membawa akibal yang
merugikan orang-orang berpiutang.

Hak-hak yang diperolehnya dengan itikad baik
oleh orang-orang pihak ke tiga atas barang-barang
yang menjadi pokok perbuatan yang batal itu, di-
lindungi.

Untuk mengajukan hal batalnya perbuatan-per-
buatan yang dilakukan dengan cuma-cuma oleh si
342

berutang. cukuplah si berpiutang membuktikan bah-
wa si berutang pada waktu melakukan perbuatan itu
tahu, bahwa ia dengan berbuat demikian merugikan
orang-orang yvang mengutangkan padanya, tak pe-
duli apakah orang yang menerima keuntungan juga

(mengetahuinya atau ticlak,

BAGIAN KE EMPAT
Tentang penafsiran suatu perjznjian

1342, Jika kata-kata suatu perjanjian jelas, tidak-
lah diperkenankan untuk menyimpang daripadanya
dengan jalan penafsiran.

1343, Jika kata-kata suatu perjanjian dapat dibe-
rikan berbagai macam penafsiran. harus dipilihnya
menyelidiki maksud kedua belah pihak yang mem-
buat perjanjian itu, daripada memegang teguh arti
kata-kata menurut huruf.

1344. Jika suatu janji dapat diberikan dua ma-
cam pengertian. maka harus dipilihnya pengertian
yang sedemikian yang memungkinkan janji it di-
laksanakan, daripada memberikan pengertian vang
tidak memungkinkan suaty pelaksanaan,

1345, Jika kata-kata dapat diberikan dua macam
pengertian, maka harus dipilih pengertian yang pa-
ling selaras dengan sifat perjanjian.

1346. Apa vang meragu-ragukan harus ditafsir-
kan menurut apa yang menjadi kebiasaan dalam
negeri atau di tempat, dimana perjanjian telah di-
buat.

1347, Hal-hal yang, menurut kebiasaan selama-
nya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dima-
sukkan dalam perjanjian. meskipun tidak dengan te-
2as dinyatakan.

1348. Semua janji yang dibuat dalam suatu
perjanjian, harus diartikan dalam hubungan satu
sama lain; tiap janji harus ditafsirkan dalam rangka
perjanjian seluruhnya,

1349. Jika ada keragu-raguan, maka suatuy per-
janjian harus ditafsirkan atas kerugian orang yang
telabh meminta diperjanjikannya sesvatu hal, dan
untuk keuntungan orang yang telah mengikatkan
dirinya untuk itu. ;
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Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonecsia

KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :591/MPP/Kep/10/1999  —

TENTANG

KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran XVI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pemberian izin di

bidang Perdagangan dan berdasarkan pelimpahan

kewenangan

yang telah ditetapkan, maka perlu menetapkan kembali Ketentuan
dan Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

b. bahwa wuntuk itu perlu  dikeluarkan  Keputu
Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat ¢ 1. Bednjfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Stbl. 193

san Menteri

8 Nomor 86);

2. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan,
Penindakan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran

Negara Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lem
Nomor 801) sebagaimana telah beberapa kali di
dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 (Len

baran Negara
ubah terakhir
1baran Negara

Tahun 1964 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor

2692);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang
Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor
Lembaran Negara Nomor 3214);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang

Wajib Daftar
7,. Tambahan

Perkoperasian

(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3502);

1
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Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan R |,
Nomor : 591/MPP/Kep/10/1 999

5. Undang~Undang Nomor | Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

0.

Z,

10.

12.

13.

(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3587);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 lentang  Usaha Kecj
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 361 1); '

Undang-Undang Nemor 32 Tahun 1997 lentang Perdagangan
Berjangka Komod;s (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);

Lembaran Negara Nomor 1467);

Tahun 1977 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3] 13)
sebagaimana telah beberapa kalj diubah terakhir dengan Peraturan

Peraturan Pemerintah Nomor o Tahun 1999 tentang
Penyclenggaraan Perdagangan Berjangka Komodit; (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembarap Negara
Nomor 3805);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tata Cara
Pemeriksaan Dj Bidang Berjangka Komoditi (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 17, Tambihan Lembaran Negara Nomor
3806);

tentang Pokok-pokok Organisasj Departemen:

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6! Tahun 1998
tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja

2
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14.

16.

7

18.

19.

20.

Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan R.1.
Nomor : 591 /MPP/Kep/10/1999

Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 1999;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/M  Tahun
1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1999
tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subyck Kontrak
Berjangka;

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984
tentang Pcdoman Penyederhanaan Dan Pengendalian Perizinan Di
Bidang Usaha,

Surat. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Perdagangan dan Koperasi Nomor 56/Th/1971__dan Nomor
103A/KP/V/71  tentang Ketentuan  Kewenangan  Dalam
Memberikan Izin Tempat Usaha Dan Izin Usaha Perdagangan
sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Surat
Keputusan Bersama Dalam Negen dan Menteri Perdagangan dan
Koperasi Nomor 92 Tahun 1979 dan Nomor 409/KPB/V/1979,

Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Koperasi dan
Menteri Keuangan Nomor 279/Kp/VII/1980 dan Nomor
395/KMK.04/1980 tentang Pencantuman Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP) Pada Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

Keputusan Menteri  Perdagangan dan  Koperasi  Nomor
04/Kp/1/1980 jo. Keputusan Menteri Perindustrian  dan
Perdagangan Nomor 227/MPP/Kep/7/1997 lentang Ketentuan
Golongan * Usaha, Uang Jaminan Dan. Biaya Administrasi
Perusahaan;

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor
254/MPP/Kep/7/1997 tentang Kriteria Industri Kecil Dan
Perdagangan Kecil Di Lingkungan Departemen Perindustrian dan
Perdagangan;

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor
444/MPP/Kep/9/i1998 jo. Nomor 24/MPP/Kep/1/1999 tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perindustrian  Dan
Perdagangan;
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Mencabut

Ylenctapkan

.

KepulusamwMenteri Perindustrian
dan Perdagangan R |
Nomor : 591/MPP/Kep/1 0/1999

b
(%]

Keputusan  Menteri Perindustrian  dan Perdagangan  Nomor
394/MPP/Kep/8/1999 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor
Wilayah Departemen Perindustrian Dan Perdagangan Di Propinsi
Dan Kantor Departemen Perindustrian  Dan Perdagangan Dj
Kahupulcn/Kot:imadya;

23. Keputusan Menteri Perindustrian  dan Perdagangan  Nomor
589/MPP/Kep/10/1999 tentang - Penetapan Jenis-jenis  Industrj
Dalam  Pembinaan Masing-Masing Dircktorat  Jenderal Dan
Kewenangan Pemberian Izin Dj Bidang Industri Dan Perdagangan
Di Lingkungan Departemen Perindustrian Dan Perdagangan.

MEMUTUSKAN

: Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor
gang

408/MPP/Kep/10/1997 tentang Ketentuan Dan Taty Cara Pemberian
Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) Dan Surat Izin 1saha
Perdagangan (SIUP).

: KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PER-

DAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETENTUAN
DAN TATA CARA PEMBERIAN SURAT 1ZIN USAHA
PERDAGANGAN (SIUP),

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal |
Dalam Keputusan inj yang dimaksud dengan :
I. Perdagangan adalah kcgial;ill jual beli barang atau jasa yang
dilakukan secara terus mencrus dengan tujuan pengalihan hak atas

barang atau jasa dengan disertai imbalan atay Kompensasi;

2. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis
usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dap yang didirikan,
bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik
Indonesia, untul tujuan memperolch keuntungan dan atau laba;
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10.

1.

Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan R.IL
Nomor: 591 /MPP/Kep/10/1999

Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah Surat Izin
untuk dapat melaksanakan kegiatan Usaha Perdagangan;

Surat Permintaan Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat
SP-SIUP adalah Formulir yang diisi olch Perusahaan yang memuat
data Perusahaan untuk memperoleh SIUP Kecil/Mcnengah/Besar;

Perubahan Perusahaan adalah meliputi perubahan dalam perusahaan
yang meliputi Perubahan Nama Perusahaan, Bentuk Perusahaan,
Alamat Kantor Perusahaan, Nama Pemilik/Penanggung Jawab,
Alamat Pemilik/Penanggung Jawab, NPWP, Modal dan Kekayaan
Bersih (netto), Kelembagaan, Bidang Usaha, Jenis Barang/Jasa
Dagangan Utama,;

Menteri adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

Ka.KANDEP adalah Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan
Perdagangan di Kabupaten/Kotamadya;

Ka.KANWIL adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen
Perindustrian dan Perdagangan di Propinsi;

Cabang Perusahaan adalah Perusahaan yang merupakan unit atau
bagian dari Perusahaan induknya yang dapat berkedudukan ditempat
yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk
melaksanakan sebagian tugas dari Perusahaan induknya;

Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili
kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau
pengurusannya ditentukan sesuai wewenang yang diberikan;

Perwakilan Perusahaan Yang Ditunjuk adalah perusahaan yang
diberi kewenangan bertindak untuk mewakili Kantor Fusat

"Peruszhaan dan bukan merupakan bagian dari Kantor Pusat.

n
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Kepttusan Menteri Perindustrian
dan Pcrdagangan R.I. i
Nomor - 591/MPP/Kep/10/1 999
BAB |1
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (S1Up)

Pasal 2

(1) Setiap Perusahaan yYang mclakukan kegiatan Usaha Pcrdagangan
wajib memperolel; Surat Izin Usaha Pcrdagangan.

(2)  Surat Izin Usaha Pcrdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (;)

terdir; -

a. Slup Kecil;

b. SIUPpP Menengah:
€. SIUP Besar.

Pasal 3
(1) chenangan pemberian S|yp berada pada Menteri.

(2)  Menteri melimpahkan kewenangan sebagaimang dimaksud pada
ayat (1) kepada -

a. Ka. KANDEpP untuk menerbitkan SIUP Kecijl dan SIUPp

Menengah:
b. Ka. KANWIL untuk mencerbitkan S[yp Besar.

SIUP berlaky sclama Perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan
kegiatan Usaha Perdagangan : :

| (1)  Perusahaan yang melakukan kegiatan Usahg Perdagangan dengan
modal disstor dan kckuyaan'bersih (netto) seluruhnya sampai

6
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(2)

(3)

Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan R.IL.
Nomor : 591 /MPP/Kep/10/1993

dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk
tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperolch SIUP Kecil.

Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagamgan dcngan
modal disetor dan kekayaan bersih (nette)  scluruhnya diatas
Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampat dengan
Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha, wajib memperoleh STUP Menengah.

Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan dengan
modal disetor dan kckayaan bersih (netto) scluruhnya diatas
Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha wajib memperoleh SIUP Besar.

Pasal 7

Perusahaan yang melakukan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto)
baik karena peningkatan maupun penurunan yang dibuktikan dengan Akta
Perubahan dan atau Neraca Perusahaan wajib memperoleh SIUP sesuai
dengan ketentuan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 0.

(1)

Pasal 8

Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh SIUP
adalah :

a. Cabang/Perwakilan Perusahaan vyang dalam menjalankan
kegiatan Usaha Perdagangan mempergunakan STUP Perusahaan

Pusat;

b. Pecrusahaan Keci! Perorangan yang dengan memenuhi ‘ketentuan
sebagai berikut : ~

1) tidak berbentuk badan hukum atau pcrsckuluan;

2) diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau
dengan mempekerjakan anggota keluarga/kerabat terdekat.

c. Pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan
atau pedagang kaki lima. '
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Lampiran

No.3/9 /BKr Jakarta, 17 Mci 2001

I S ULRINT 1. D AR ANN
kepada
SEMUA BANK UMUM
DI INDONESIA

Pcrihal : Pctunjuk Pclaksanaan Pemberian Kredit Usaha Kecil

Mcnunjuk Peraluran Bank Indonesia No. 3/ 2 /PBI/2000 tanggal

4 Januari 2001 -tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil, dengan ini kami

beritahukan  Pctunjuk  Pelaksanaan Pemberian  Kredit Usaha. Kecil scbagal

berikul:

I. UMUM
. Kriteria Usaha Kecil
Usaha kecil scbagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-undang

qiz

Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil adalah usaha yang memenuhi

krilcria scbagai berikul:

a. memiliki kckayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus

| juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b. memiliki hasil penjualan  tahunan paling banyak
Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); |

c. milik Warga Negara Indonesia;

d. berdiri sendiri, bukan mcrupakan anak perusahaan alau cabang
perusahaan yang dimiliki, dikuasai, alau berafiliasi baik langsung,

maupun Udak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar;

c. berbentuk ....
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Lanjt. SENo. 3/  /BKr tanggal 2001

c. berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum,

atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.
2. Cakupan Kredit Usaha Kecil (KUK)

4. Yang termasuk dalam KUK scbagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 2
Peraturan  Bank  Indonesia  tentang KUK adalah  kredit  atau
pembiayaan dari Bank untuk investasi dan atau modal kerja, yang
diberikan dalam Rupiah dan atau Valuta Asing kepada nasabah usaha
keeil dengan plafon kredit kescluruhar maksimum Rp 500.000.000,00
(lima_ ratus juta rupiah) untuk membiayai usaba yang produktif,
termasuk pula kredit program.

!, 'b. Kredit program adalah kredit yang diberikan olch bank kepada usaha
kecil dan koperasi dalam rangka mcembantu program Pemerintah,
yang dananya baik scbagian maupun scluruhnya berasal dari
Pemerintah, tcm;asuk bantuan luar negeri, dana Kredit Likuiditas
Bank Indoncsia yang dikelola olch BUMN, dana bank scandiri  yang
disubsidi dan atau dijamin olch Pemerintah atau pihak lain

berdasarkan kelentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

II. RENCANA PEMBERIAN KUK 7
I. Rencana  pemberian© KUK micrupakan  bagian dari Rencana  Kerja
Anggaran  Tahunan (RKAT). Pada scliap awal tahun takwim, Bank
diwajibkan mecmbual rencana pcmbcriaﬁ KUK yang besarnya ditentukan
scndirl olch. bank scsuai dengan arah kcﬁijakan perkreditannya. Besamya
rcncana pemberian KUK dinyatakan dalam nominal dan persentasc

terhadap rencana pemberian kredit keseluruhan.

L 2. Dalam ...
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Lanjt. SE No. 3/ /BKr tanggal 2001 ~——

scbagainya discrahkan scpenuhnya kepada kebijaksanaan Bank pemberi

kredit sesuai kelaziman perbankan dan perundang-undangan yang berlaku.

IX. KETENTUAN PERALIHAN

I. Bagi bank yang mcrencanakan menyalurkan KUK namun  belum
memasukkan rencana pemberian KUK terscbut dalam RKAT ahun 2001,
wajib menyampaikan rencana pemberian KUK scbagai tambahan RKAT
yang (clah disampaikan olch Bank paling lambat tanggal 30 Juni 2001.

2. Pengumuman pcxﬁ:apuiun KUK untuk pertama kali® dicantumkan dalam
Laporan Kcuangan Publikasi Marct 2001,

3. Untuk pertama kali program bantuan (cknis dalam rangka pemberian KUK

dilaksanakan Juni 2001,

X. PENUTUP |
I. Dengan  dikcluarkannya  Sural  Edaran  ini  maka  Surat  Edaran
No. 30/1/UK tanggal 4 April 1997 perihal Kredit Usaha Kecil (KUK)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

2. Ketentuan ini mulai berlaku scjak tanggal

Agar scliap orang mengetahuinya, memcrintabhkan pengumuman  Surat

Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara chublik Indonesia.

BANK INDONESIA

Abdul Azis
. Kepala Biro

BKr
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